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Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan 
kinerja adalah bentuk akuntabilitas kinerja dari tugas dan fungsi yang 
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam menggunakan 
anggaran. Penerapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi 
Pemerintah dikembangkan dalam rangka memperkuat aspek 
akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan 
sumber daya pelaksana kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh  
instansi pemerintah, dengan mengacu pada kaidah-kaidah dan 
standardisasi mekanisme evaluasi yang telah diatur secara sistematis. 
Dalam hal ini, instansi pemerintah secara periodik wajib 
mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis 
organisasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) yang 
dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), 
sekaligus menyampaikan laporan tersebut secara berjenjang dan 
berkala kepada pimpinan instansi pemerintah.  

Biro SDM, Organisasi dan Hukum menyusun laporan kinerja instansi 
pemerintah sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dalam kerangka 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro SDM, Organisasi dan Hukum 
sebagai bagian dari sistem pendukung pelaksanaan tugas 
konstitusional MPR RI. Dalam laporan ini disampaikan berbagai capaian 
kinerja yang telah dilaksanakan oleh Biro SDM, Organisasi dan Hukum, 
berdasarkan sasaran, indikator dan target yang telah disusun serta 
berbagai aspek implementasi sehingga dapat dipetakan kendala serta 
keberhasilan sebagai bahan evaluasi dalam menyusun program, 
anggaran dan kegiatan pada siklus anggaran tahun berikutnya.  

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum dilakukan dalam rangka memberikan informasi 
yang detail dan terperinci terkait dengan capaian kinerja sesuai dengan 
program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2023 
khususnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Capaian 
kinerja tersebut khususnya yang berada dalam ruang lingkup tugas dan 
fungsi Biro SDM, Organisasi dan Hukum dalam menunjang pencapaian 
visi Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai “Penggerak Utama Reformasi 
Birokrasi dalam Memberikan Layanan Internal Kepada MPR dan Alat 
Kelengkapannya Serta Meningkatkan Kualitas Layanan Publik MPR.” 

Pada tahun 2023, Biro SDM, Organisasi dan Hukum melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja yang 
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secara substantif memuat Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan 
Target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja yang 
dilaksanakan pada tahun 2023 dapat digunakan sebagai tolak ukur 
dalam melaksanakan penyusunan target kinerja dalam kaitannya 
dengan implementasi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal MPR RI 
pada level unit organisasi, khususnya dalam rangka merumuskan 
strategi untuk mencapai target-target tersebut pada tahun 2023, 
sebagai model umpan balik berkelanjutan.  

LKIP Biro SDM Organisasi dan Hukum diharapkan mampu menjadi basis 
evidence bagi perumusan kebijakan, serta upaya perbaikan dan 
peningkatan kinerja Biro SDM, Organisasi dan Hukum pada masa yang 
akan datang, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kapabilitas 
Sekretariat Jenderal MPR RI dalam memberikan dukungan teknis, 
administratif dan keahlian sesuai kebutuhan strategis Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.  

 

                                                      Jakarta,  30 Januari 2024 

                                                            Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum
     

 

                                        Dyastasita WB., S.Sos.  
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Pada Tahun Anggaran 2023, Biro SDM, Organisasi dan Hukum memiliki 
pagu anggaran sebesar Rp. 13.174.037.000, - (Tiga Belas Milyar Seratus 
Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan 
realisasi anggaran sebesar 12,165,617,602, - (Dua Belas Milyar Seratus 
Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus 
Dua Rupiah)   atau 92, 35 persen. Dalam pelaksanaan anggaran 
sebagaimana tersebut diatas, Biro SDM, Organisasi dan Hukum memiliki 
4 (empat) sasaran kegiatan meliputi:  

1. Meningkatnya Nilai Capaian Digitalisasi Arsip; 
2. Terselenggaranya Layanan Internal Lingkup Biro SDM, Organisasi 

dan Hukum; 
3. Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Manajemen SDM; 
4. Meningkatnya Nilai Strategi Pelaksanaan RB General dan Capaian 

Kebijakan Organisasi dan Tata Laksana.  
 

Sasaran kegiatan sebagaimana  tersebut diatas memiliki 8 (delapan) 
indikator kinerja sebagai berikut:  

1. Tingkat Digitalisasi Arsip; 
2. Tingkat Pemenuhan layanan internal Biro SDM, Organisasi dan 

Hukum; 
3. Indeks BerAhlak; 
4. Indeks Merit Sistem Setjen MPR RI 
5. Indeks Profesionalitas ASN Setjen MPR RI; 
6. Nilai Rencana Aksi Pembangunan RB General; 
7. Nilai Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General; 
8. Presentase Penyederhanaan Struktur Organisasi. 

 

Berdasarkan indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas rata-rata 
capaian kinerja Biro SDM, Organisasi dan Hukum adalah sebesar  99.87 

’’  Ringkasan  
Eksekutif 
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persen, atau berada dalam kategori kinerja “Baik”. Berdasarkan kedua 
aspek sebagaimana tersebut diatas, dengan realisasi kinerja sebesar 
99.87  persen dan realisasi anggaran sebesar 92,35 persen dapat 
disimpulkan bahwa pada Tahun Anggaran 2023, Biro SDM, Organisasi 
dan Hukum berhasil melaksanakan pengelolaan anggaran secara efektif 
dan efisien dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah 
ditetapkan. Dalam laporan ini akan dituangkan detail informasi, 
deskripsi, analisis terhadap perjanjian kinerja, target dan capaian yang 
telah ditetapkan, serta dituangkan penjelasan deskriptif terkait 
implementasi program dan kegiatan Biro SDM, Organisasi dan Hukum 
yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.  
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A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 
 

 
 
Biro Sumber Daya Manusia, 
Organisasi dan Hukum 
merupakan unit organisasi 
setingkat Eselon II yang berada di 
bawah koordinasi Deputi 
Administrasi. Sebagaimana diatur 
di dalam Peraturan Sekretaris 
Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI, 
Biro Sumber Daya Manusia, 
Organisasi, dan Hukum 
mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan dukungan di bidang 
sumber daya manusia,  organisasi, 
tata laksana, hukum, dan 
kearsipan. Dalam melaksanakan 
tugasnya, Biro Sumber Daya 
Manusia, Organisasi, dan Hukum 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan evaluasi 

rencana strategis Biro Sumber 
Daya Manusia, Organisasi, dan 
Hukum; 

b. perumusan dan evaluasi 
program kerja tahunan Biro 
Sumber Daya Manusia, 
Organisasi, dan Hukum; 

c. perumusan dan evaluasi 
rencana kegiatan dan 
anggaran Biro Sumber Daya 
Manusia, Organisasi, dan 
Hukum; 

d. Koordinasi pelaksanaan tugas 
unit organisasi di lingkungan 

Biro Sumber Daya Manusia, 
Organisasi, dan Hukum; 

e. perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan administrasi 
keanggotaan dan manajemen 
sumber daya manusia; 

f. perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan penataan 
organisasi, ketatalaksanaan 
dan fasilitasi reformasi 
birokrasi; 

g. perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan penyusunan 
peraturan perundang-
undangan dan dokumen 
hukum, litigasi, pengelolaan 
jaringan dokumentasi dan 
informasi hukum, dan bantuan 
hukum; 

h. pengelolaan urusan 
persuratan dan kearsipan; dan 

i. penyusunan evaluasi dan 
pelaporan Biro Sumber Daya 
Manusia, Organisasi, dan 
Hukum. 

 
Biro SDM, Organisasi dan Hukum 
terdiri dari Bagian Sumber Daya 
Manusia, Bagian Organisasi dan 
Tata Laksana, Bagian Hukum, 
serta Bagian Persuratan dan 
Kearsipan. 
A.1 Bagian Sumber Daya Manusia 

Bagian Sumber Daya Manusia 
memiliki tugas melaksanakan 
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penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang 
sumber daya manusia aparatur 
dan administrasi keanggotaan. 
Dalam rangka melaksanakan 
tugas tersebut, Bagian Sumber 
Daya Manusia menyelenggarakan 
6 (enam) fungsi yang mencakup: 
a. penyusunan rencana kegiatan 

dan anggaran Bagian Sumber 
Daya Manusia; 

b. penyiapan perumusan 
kebijakan dan pelaksanaan 
pengangkatan dan 
kepangkatan pegawai, mutasi 
dan pemberhentian, 
pembinaan pegawai, 
pemberian penghargaan dan 
sanksi, serta pengelolaan 
administrasi pengawai tidak 
tetap dan administrasi 
keanggotaan;   

c. penyiapan perumusan 
kebijakan dan pelaksanaan 
penyusunan formasi, 
pengadaan pegawai, pola 
karier, pengembangan karier, 
pendidikan dan pelatihan, 
serta fasilitasi jabatan 
fungsional; 

d. penyiapan perumusan 
kebijakan dan pelaksanaan 
kesejahteraan pegawai, 
penghargaan pegawai, disiplin, 
kehadiran pegawai, 
penyediaan konsumsi, dan 
pelayanan kesehatan; 

e. pelaksanaan urusan tata usaha 
dan rumah tangga Biro; dan 

f. penyusunan bahan evaluasi 
dan pelaporan pelaksanaan 

tugas dan fungsi di lingkungan 
Bagian Sumber Daya Manusia. 

 
Bagian Sumber Daya Manusia 
didukung oleh 3 (tiga) Subbagian 
yaitu: Pertama, Subbagian 
Administrasi Keanggotaan dan 
Kepegawaian, bertugas 
melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan kegiatan di bidang 
pengangkatan dan kepangkatan 
pegawai, mutasi dan 
pemberhentian, pembinaan 
pegawai, pemberian penghargaan 
dan sanksi, serta pengelolaan 
administrasi pengawai tidak tetap 
dan administrasi keanggotaan; 
Kedua, Subbagian Formasi, 
Pengembangan dan Jabatan 
Fungsional mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan 
perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang penyusunan 
formasi, pengadaan pegawai, pola 
karier, pengembangan karier, 
pendidikan dan pelatihan, serta 
fasilitasi jabatan fungsional; 
Ketiga, Subbagian 
Kesejahteraan dan Layanan 
Kesehatan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan di bidang 
kesejahteraan pegawai, 
penghargaan pegawai, disiplin, 
kehadiran pegawai, penyediaan 
konsumsi, pelayanan kesehatan, 
penyusunan rencana, program 
dan anggaran, pelaksanaan 
urusan keuangan, rumah tangga, 
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persuratan, arsip dan 
dokumentasi Biro Sumber Daya 
Manusia, Organisasi, dan Hukum, 
serta penyusunan rencana, 
program dan anggaran, evaluasi 
dan pelaporan kegiatan di 
lingkungan Bagian Sumber Daya 
Manusia. 
 
A.2 Bagian Organisasi dan Tata 

Laksana  

Bagian Organisasi dan Tata 
Laksana bertugas melaksanakan 
penyiapan bahan perumusan 
kebijakan, dan pelaksanaan 
dukungan di bidang organisasi 
dan ketatalaksanaan di 
lingkungan Sekretariat Jenderal.  
Dalam melaksanakan tugas 
tersebut, Bagian Organisasi dan 
Tata Laksana menyelenggarakan 
fungsi yang meliputi:  
a. penyusunan rencana kegiatan 

dan anggaran Bagian 
Organisasi dan Tata Laksana;  

b. penyiapan perumusan 
kebijakan, dan pelaksanaan 
dukungan di bidang 
penyusunan analisis jabatan, 
analisis beban kerja, evaluasi 
jabatan, penataan dan evaluasi 
organisasi; 

c. penyiapan perumusan 
kebijakan dan pelaksanaan 
dukungan di bidang bisnis 
proses, standar operasional 
prosedur, budaya kerja, dan 
tata hubungan kerja; 

d. penyiapan perumusan 
kebijakan dan pelaksanaan 
dukungan di bidang fasilitasi 

reformasi birokrasi  Sekretariat 
Jenderal; dan 

e. penyusunan bahan evaluasi 
dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan fungsi di lingkungan 
Bagian Organisasi dan Tata 
Laksana. 

Dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya, Bagian Organisasi dan 
Tata Laksana didukung oleh 3 
(tiga) unit kerja setingkat eselon IV 
yang terdiri dari: Subbagian 
Organisasi, yang mempunyai 
tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan dukungan di bidang 
penyusunan analisis jabatan, 
analisis beban kerja, serta 
penataan dan evaluasi organisasi 
di lingkungan Sekretariat 
Jenderal.; Subbagian Tata 
Laksana yang mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan dukungan di bidang 
penyusunan bisnis proses, standar 
operasional prosedur, dan budaya 
kerja, serta tata hubungan kerja di 
lingkungan Sekretariat Jenderal; 
serta Subbagian Fasilitasi 
Reformasi Birokrasi yang 
mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan 
kebijakan dan dukungan di 
bidang fasilitasi reformasi birokrasi 
di lingkungan Sekretariat Jenderal, 
serta dukungan penyusunan 
rencana, program dan anggaran, 
evaluasi dan pelaporan kegiatan di 
lingkungan Bagian Organisasi dan 
Tata Laksana.  
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A.3 Bagian Hukum  

Bagian Hukum mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan dukungan di bidang 
penyusunan peraturan 
perundang-undangan dan 
dokumen hukum, litigasi, 
pengelolaan jaringan 
dokumentasi dan informasi 
hukum, dan bantuan hukum. 
Dalam melaksanakan tugas 
tersebut, Bagian Hukum 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan 

dan anggaran Bagian Hukum; 
b. penyiapan perumusan 

kebijakan dan pelaksanaan 
penyusunan peraturan 
perundang-undangan, 
Keputusan Sekretaris Jenderal 
MPR RI, dan Keputusan 
Pimpinan MPR RI; 

c. penyiapan perumusan 
kebijakan dan pelaksanaan 
advokasi hukum, penyusunan 
telaahan hukum, analisa dan 
evaluasi peraturan dan 
keputusan Sekretariat 
Jenderal serta pengelolaan 
administrasi, jaringan, 
dokumentasi, dan informasi 
hukum, teknis yuridis 
penyusunan kontrak, 
perjanjian kerja sama, nota 
kesepahaman bagi MPR dan 
sekretariat jenderal; dan 

d. penyusunan bahan evaluasi 
dan pelaporan pelaksanaan 
tugas dan fungsi di 
lingkungan Bagian Hukum. 

Pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi Bagian Hukum didukung 
oleh dua subbagian, yaitu 
Subbagian Peraturan 
Perundang-undangan yang 
mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan 
kebijakan dan pelaksanaan 
penyusunan peraturan 
perundang-undangan, Keputusan 
Sekretaris Jenderal MPR RI, dan 
Keputusan Pimpinan MPR RI; dan 
Subbagian Advokasi dan 
Dokumentasi Hukum yang 
mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan 
kebijakan dan pelaksanaan 
advokasi hukum, penyusunan 
telaahan hukum, analisa dan 
evaluasi peraturan dan keputusan 
Sekretariat Jenderal serta 
pengelolaan administrasi, 
jaringan, dokumentasi, dan 
informasi hukum, teknis yuridis 
penyusunan kontrak, perjanjian 
kerja sama, nota kesepahaman 
bagi MPR dan Sekretariat Jenderal, 
serta penyusunan rencana 
program dan anggaran, evaluasi 
dan pelaporan kegiatan di 
lingkungan Bagian Hukum. 
 
A.4 Bagian Persuratan dan 

Kearsipan  

Bagian Persuratan dan Kearsipan 
mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan bahan perumusan 
kebijakan, dan pelaksanaan 
dukungan di bidang persuratan 
dan kearsipan di lingkungan 
Sekretariat Jenderal. Dalam 
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melaksanakan tugas tersebut, 
Bagian Persuratan dan Kearsipan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan 

dan anggaran Bagian 
Kearsipan dan Persuratan; 

b. penyiapan perumusan 
kebijakan dan pelaksanaan 
dukungan di bidang 
pengelolaan arsip inaktif, 
penyimpanan arsip inaktif, 
pemeliharaan arsip inaktif, 
sistem informasi kearsipan 
dinamis, dan pengelolaan data 
arsip secara digital; 

c. penyiapan perumusan 
kebijakan dan pelaksanaan 
dukungan di bidang 
persuratan, ekspedisi, dan 
penggandaan; 

d. penyusunan evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan tugas 
dan fungsi di lingkungan 
Bagian Kearsipan dan 
Persuratan. 
 

Pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi Bagian Persuratan dan 
Kearsipan didukung oleh dua 
subbagian, yaitu Subbagian 

Kearsipan dan Dokumentasi 
yang bertugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan 
kebijakan dan pelaksanaan 
dukungan di bidang pengelolaan 
arsip inaktif, penyimpanan arsip 
inaktif, pemeliharaan arsip inaktif, 
sistem informasi kearsipan 
dinamis, dan pengelolaan data 
arsip secara digital, dan 
Subbagian Persuratan, 
Ekspedisi, dan Penggandaan 
yang mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan dan 
pelaksanaan dukungan di bidang 
persuratan, ekspedisi, dan 
penggandaan, serta penyusunan 
rencana program dan anggaran, 
evaluasi dan pelaporan kegiatan di 
lingkungan Bagian Persuratan 
dan Kearsipan. Struktur organisasi 
Biro SDM, Organisasi dan Hukum 
sebagaimana diatur di dalam 
Peraturan Sekretaris Jenderal MPR 
RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal MPR RI 
adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1  
Bagan Struktur Organisasi Biro SDM, Organisasi dan Hukum (Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI)

Salah satu aspek kunci dalam 
pencapaian kinerja organisasi 
adalah dukungan sumber daya 
manusia yang kapabel, kompeten 
dan berkualitas. Sumber daya 
manusia merupakan aset utama 
yang mempengaruhi 
implementasi berbagai upaya 
strategis dalam rangka 
pencapaian tujuan dan sasaran 
kinerja organisasi yang semakin 
berkembang sejalan dengan 
dinamika pelaksanaan tugas 
konstitusional MPR RI. Sumber 
daya manusia yang terdapat di 

Biro SDM, Organisasi dan Hukum 
ditempatkan pada masing-
masing unit kerja berdasarkan 
analisis kebutuhan sesuai dengan 
beban kerja yang terdapat pada 
unit kerja masing-masing. 
Komposisi Pegawai Biro Sumber 
Daya Manusia, Organisasi dan 
Hukum terdiri dari 52 (lima puluh 
dua) orang yang dapat 
diklasifikasikan berdasarkan 
jabatan, golongan ruang dan 
tingkat pendidikan sebagai 
berikut: 

 
 Gambar 2 

Komposisi Pegawai Biro SDM, Organisasi dan Hukum Berdasarkan Jabatan 
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Gambar 3 
Komposisi Pegawai Biro SDM, Organisasi dan Hukum Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 
 

 
 

Gambar 4 
Komposisi Pegawai Biro SDM, Organisasi dan Hukum Berdasarkan Golongan/Ruang 
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BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 
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B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 
 
 

B.1 PERAN STRATEGIS 

Biro SDM, Organisasi dan Hukum 
memiliki peran strategis dalam 
menunjang kinerja Sekretariat 
Jenderal MPR RI utamanya dalam 
merumuskan dan melaksanakan 
kebijakan terkait dengan 
pengelolaan SDM, penataan 
organisasi dan peningkatan 
kualitas tata kelola, peningkatan 
kualitas produk hukum dan 
dokumentasi hukum, pengelolaan 
arsip digital, serta 
penyelenggaraan persuratan dan 
kearsipan di lingkungan 
Sekretariat Jenderal MPR RI. 
Dukungan sebagaimana 
dimaksud dilaksanakan dengan 
berorientasi kepada 
penyelenggaraan dukungan 
administrasi yang proaktif, 
akuntabel, efektif dan efisien, serta 
berkontribusi dalam 
meningkatkan kualitas 
implementasi reformasi birokrasi 
di lingkungan Sekretariat Jenderal 
MPR RI.  

B.2 ISU STRATEGIS 

Biro SDM, Organisasi dan Hukum 
menyelenggarakan dukungan 
administrasi dan fasilitasi 
reformasi birokrasi di lingkungan 
Sekretariat Jenderal MPR RI. 
Pelaksanaan dukungan layanan 
internal dalam konteks penyiapan 

bahan kebijakan dan 
implementasi pengelolaan SDM, 
Organisasi, Tata Laksana, Hukum, 
Persuratan dan Kearsipan perlu 
didukung dengan langkah-
langkah strategis untuk 
meningkatkan profesionalisme 
dan keandalan` dalam 
menyelenggarakan layanan 
tersebut. Terkait dengan hal 
tersebut, dalam  pelaksanaan 
tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud, dapat diidentifikasi isu-
isu strategis terkait bidang tugas 
Biro SDM, Organisasi dan Hukum, 
sebagai berikut: 

1. Perubahan Regulasi dalam 
konteks pelaksanaan 
dukungan atau fasilitasi 
reformasi birokrasi, perubahan 
regulasi khususnya terkait 
dengan mekanisme evaluasi 
serta indikator yang digunakan 
dalam melakukan penilaian 
reformasi birokrasi menjadi 
tantangan tersendiri dalam 
melakukan penyesuaian 
sasaran dan indikator kinerja 
yang telah ditetapkan, serta 
merumuskan rencana aksi 
tindak lanjut dalam 
pencapaian target-target 
tersebut. 
 

2. Peningkatan Kompetensi 
SDM Aparatur tantangan yang 
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dihadapi dalam konteks 
pengembangan kompetensi 
SDM Apratur diantaranya 
terkait strategi 
pengembangan kompetensi 
pegawai berbasis coaching, 
mentoring¸ pendidikan dan 
pelathan serta tugas belajar 
berbasis Human Capital 
Development Plan (HCDP).  

 
3. Implementasi Sistem Merit 

dalam kerangka pelaksanaan 
sistem merit, tantangan yang 
dihadapi adalah 
meningkatkan kualitas 
implementasi manajemen 
talenta khususnya terkait 
dengan kalibrasi dan penilaian 
kinerja, serta 
mengembangkan berbagai 
metode analisis dalam 
melakukan identifikasi dan 
evaluasi potensi SDM aparatur 
di lingkungan Sekretariat 
Jenderal MPR RI sebagai basis 
dalam melakukan rotasi, 
promosi dan mutasi.    

 
4. Implementasi Penataan 

Organisasi dan 
Pengembangan Sistem Kerja 
Fleksibel penyederhanaan 
birokrasi merupakan salah satu 
kebijakan nasional yang 
implementasinya memberikan 
tantangan tersendiri 
dikarenakan kekhasan tugas 
pokok dan fungsi sebagai 
sistem pendukung lembaga 
legislatif yang harus senantiasa 

mempertimbangkan 
kebutuhan strategis MPR RI 
dalam melaksanakan 
penataan organisasi.  Dalam 
kerangka yang sama, perlu 
dikembankan sistem kerja 
baru berbasis squad model 
serta menyesuaikan dengan 
flexible working arrangement. 

 
5. Penguatan Basis Jabatan 

Fungsional dalam 
memperkuat kapasitas 
organisasi memberikan 
dukungan keahlian terhadap 
pelaksanaan tugas 
konstitusional MPR RI, 
diperlukan upaya strategis 
untuk memperkuat 
kedudukan, tugas dan fungsi 
Jabatan Fungsional yang 
berbasis keahlian dan 
keterampilan.  

 
6. Penyesuaian Tata Kelola dan 

Proses Bisnis salah satu aspek 
yang menjadi kekhasan tugas 
pokok dan fungsi dukungan 
teknis, administrasi dan 
keahlian yang diselenggarakan 
oleh Sekretariat Jenderal MPR 
RI dalam rangka menunjang   
pelaksanaan tugas 
konstitusional pimpinan dan 
anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia terkait 
dengan dinamika 
penatakelolaan administrasi 
dan proses bisnis organisasi 
yang harus dapat secara 
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progresif menyesuaikan 
dengan kebutuhan strategis 
pimpinan dan anggota MPR RI.   

 
7. Peningkatan Kualitas 

Implementasi Manajemen 
Kinerja ASN dalam rangka 
meningkatkan kinerja SDM 
aparatur di lingkungan 
Sekretariat Jenderal MPR RI 
diperlukan adanya penataaan 
penjenjangan kinerja 
(cascading) yang lebih terukur 
dengan indikator-indikator 
yang merepresentasikan 
kekhasan fungsi pelayanan 
teknis, administratif dan 
keahlian yang diselenggarakan 
dalam menunjang 
pelaksanaan tugas 
konstitusional MPR RI, serta 

implemetasi aspek-aspek 
kunci yang terkait dengan 
reformasi birokrasi hingga ke 
level individu. Disamping itu 
juga diperlukan penguatan 
kerangka regulasi terkait 
evaluasi kinerja dan penerapan 
reward and punishment.  

 
8. Pengembangan Tata Kelola 

Kearsipan berbasis Teknologi 
Informasi tantangan yang 
dihadapi adalah standardisasi 
pengelolaan persuratan dan 
kearsipan, serta sinkronisai 
kebijakan dan implementasi 
pengelolaan kearsipan secara 
terintegrasi dengan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE).   

 
 

C. SISTEMATIKA LAPORAN 
 
 

Sistematika yang digunakan 
dalam laporan ini adalah sebagai 
berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini menyajikan penjelasan 
mengenai tugas dan fungsi 
serta struktur organisasi, 
dengan penekanan kepada 
aspek strategis organisasi, 
penjabaran mandat dan peran 
strategis Biro SDM, Organisasi 
dan Hukum dalam mendukung 
kinerja Sekretariat Jenderal 
MPR RI 

BAB II Perencanaan Kinerja  

Bab ini menjabarkan penjelasan 
rinci mengenai rencana 
strategis sebagai dokumen 
perencanaan kinerja jangka 
menengah, Perjanjian Kinerja 
Biro SDM, Organisasi dan 
Hukum Tahun 2023, rencana 
kerja dan anggaran. 

BAB III Akuntabilitas Kinerja 

 Bab ini menyajikan nilai kinerja 
organisasi untuk setiap sasaran 
strategis sesuai dengan hasil 
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pengukuran, detail kinerja 
untuk setiap indikator kinerja 
sasaran strategis, serta realisasi 
anggaran terhadap masing-
masing sasaran strategis. Selain 
itu juga diuraikan evaluasi 
internal antara capaian kinerja 
dan anggaran, efisiensi 
penggunaan sumber daya, 
tindak lanjut pelaksanaan 
rencana aksi tahun sebelumnya. 

BAB V Penutup 

 Bab ini menguraikan simpulan 
umum atas capaian kinerja 
organisasi dan uraian terkait 
langkah di masa mendatang 
yang akan dilakukan. 
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BAB II 

PERENCANAAN 
KINERJA 
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A.  RENCANA STRATEGIS 
 

Tujuan organisasi Sekretariat 
Jenderal MPR RI 
direpresentasikan dalam 
Rencana Strategis Sekretariat 
Jenderal MPR RI 2020 – 2024. Di 
dalam dokumen strategis 
tersebut, dijelaskan kondisi yang 
diharapkan dapat dicapai pada 
akhir periode tahun 2024 dan 
kemudian direpresentasikan 
kedalam visi, misi, tujuan, 
sasaran dan indikator. Rencana 
Strategis Sekretariat Jenderal 
MPR RI Tahun 2020 – 2024 
memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu 
arah strategis MPR RI 2020 – 2024 
dan RPJMN 2020 – 2024. Visi MPR 
RI yaitu “MPR Menjadi Rumah 
Kebangsaan Pengawal Ideologi 
Pancasila dan Kedaulatan 
Rakyat”. Berdasarkan RPJMN 
2020 – 2024, salah satu program 
prioritas adalah Program 
Reformasi Kelembagaan 
Birokrasi. Salah satu perubahan 
yang diharapkan adalah 
peningkatan kualitas layanan 
publik. Berdasarkan kedua hal 
tersebut, dirumuskan Visi 
Sekretariat Jenderal MPR RI 
Periode 2020 – 2024 yaitu : 
“Penggerak Utama Reformasi 
Birokrasi dalam Memberikan 
Layanan Internal Kepada MPR 
dan Alat Kelengkapannya Serta 
Meningkatkan Kualitas Layanan 
Publik MPR.”  

Misi Sekretariat Jenderal MPR RI 
merupakan upaya strategis yang 
dilakukan guna mewujudkan Visi 
Sekretariat Jenderal MPR RI. Misi 
diharapkan dapat membangun 
upaya kolektif dari segenap 
pegawai Sekretariat Jenderal 
MPR RI guna mewujudkan visi. 
Misi Sekretariat Jenderal MPR RI 
adalah: 

1. Memberikan Layanan Prima 
Kepada MPR dan Alat 
Kelengkapannya dalam 
Melaksanakan Tugas 
Konstitusi. 
 

2. Melaksanakan Reformasi 
Birokrasi Sekretariat Jenderal 
MPR Secara Konsisten dan 
Berkesinambungan. 
 

Misi Sekretariat Jenderal MPR RI 
selanjutnya diturunkan kepada 2 
(dua) kedeputian yang 
menerjemahkan misi tersebut ke 
dalam langkah-langkah strategis 
yang terukur dalam rangka 
menunjang capian kinerja yang 
ditetapkan. Layanan terhdap 
dukungan pelaksanaan tugas 
konstitusional MPR RI (Misi 1) 
terderivasi kepada Deputi 
Bidang Pengkajian dan 
Pemasyarakatan Konstitusi, 
sedangkan pelaksanaan 
reformasi birokrasi Sekretariat 
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Jenderal MPR RI secara konsisten 
dan berkesinambungan berada 
di dalam ruang lingkup Deputi 
Bidang Administrasi.  

Dalam kerangka tersebut, untuk 
mewujudkan mandat dan peran 
strategis Sekretariat Jenderal 
MPR RI, Deputi bidang 
Administrasi merumuskan visi, 
misi dan tujuan Deputi Bidang 
Administrasi Tahun 2020-2024, 
dengan visi adalah; “Layanan dan 
Dukungan Administrasi 
Berkualitas dalam Mendukung 
Visi Sekretariat Jenderal MPR RI”. 
Visi tersebut memiliki 2 (dua) 
kata kunci, yaitu “Layanan dan 
Dukungan Administrasi 
Berkualitas” dan “Mendukung 
Visi Sekretariat Jenderal MPR RI”. 

Berdasarkan visi Deputi Bidang 
Administrasi 2020-2024, 
dirumuskan upaya-upaya yang 
akan dilaksanakan dalam misi 
dan tujuan sebagai berikut;  

Dalam mendukung pelaksanaan  
tersebut, Deputi Bidang 
Administrasi memiliki tujuan 
antara lain adalah;  

a. Terwujudnya layanan 
administrasi yang proaktif;  
 

b. Terwujudnya SDM yang 
kompeten dalam 
memberikan layanan; 

 
c. Terwujudnya layanan SDM, 

Organisasi dan Hukum yang 
komprehensif; 

d. Terwujudnya ayanan  
perencanaan dan keuangan 
yang akurat dan akuntabel; 
 

e. Terwujudnya layanan 
hubungan masyarakat yang 
efektif dan efisien; 
 

f. Terselenggaranya layanan 
publik yang berkualitas; 
 

g. Terwujudnya layanan sistem 
informasi yang cepat dan 
akurat; dan 
 

h. Terwujudnya layanan umum 
yang akuntabel. 

 
A.1 Visi Biro SDM, Organisasi 

dan Hukum 

Biro SDM, Organisasi dan Hukum 
sebagai unit organisasi yang 
menyelenggarakan fungsi 
dukungan administrasi dan 
reformasi birokrasi dalam 
kerangka pelaksanaan tugas 
Sekretariat Jenderal MPR RI 
sebagai sistem pendukung 
pelaksanaan tugas MPR RI, visi 
Biro SDM, Organisasi dan Hukum 
adalah: 

“Terwujudnya Layanan 
Administrasi dan Fasilitasi 

Reformasi Birokrasi 
kepada MPR dan Alat 

Kelengkapannya” 

Visi sebagaimana diatas 
merupakan perwujudan 
komitmen Biro SDM, Organisasi 
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dan Hukum dalam memberikan 
layanan administrasi yang 
berkualitas guna menunjang 
pelaksanaan tugas 
konstitusional MPR RI dan Alat 
Kelengkapan, serta sebagai salah 
satu elemen utama dalam 
menggerakkan reformasi 
birokrasi di lingkungan 
Sekretariat Jenderal MPR RI. 

 
A.2 Misi Biro SDM, Organisasi 

dan Hukum  

Misi Biro SDM, Organisasi dan 
Hukum menggambarkan 
serangkaian upaya strategis 
yang dilaksanakan untuk 
mencapai visi Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum. Misi 
sebagaimana dimaksud 
merupakan bagian dari langkah-
langkah yang terkonsolidasi 
untuk membangun kesadaran 
dan kinerja kolektif dari segenap 
pegawai pada Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum dalam 
mendukung pencapaian visi Biro 
SDM, Organisasi dan Hukum. 
Misi Biro SDM, Organisasi dan 
Hukum adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan layanan 
berkualitas terhadap 
pelaksanaan tugas 
konstitusional Pimpinan 
dan Alat Kelengkapan MPR 
RI sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum. 
 

2. Meningkatkan kualitas 
fasilitasi reformasi birokrasi 
Sekretariat Jenderal MPR RI, 
serta implementasi area 
perubahan reformasi 
birokrasi Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum, 
sesuai dengan road map 
reformasi birokrasi nasional.  
 

A.3 Tujuan  

Tujuan strategis adalah 
penjabaran secara terperinci dari 
misi serta menggambarkan 
kondisi yang akan dicapai oleh 
Biro SDM, Organisasi dan 
Hukum. Tujuan Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum adalah 
sebagai berikut: 

1. Terwujudnya layanan 
berkualitas terhadap 
pelaksanaan tugas 
konstitusional Pimpinan 
dan Alat Kelengkapan MPR 
RI sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum. 
 

2. Meningkatnya kualitas 
fasilitasi reformasi birokrasi 
Sekretariat Jenderal MPR RI, 
serta 
terimplementasikannya 
area perubahan reformasi 
birokrasi Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum, 
sesuai dengan road map 
reformasi birokrasi nasional.  
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Tujuan sebagaimana tersebut 
diatas kemudian dijabarkan ke 
dalam sasaran atau aspek yang 
ingin dicapai  oleh Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum pada 
akhir periode perencanaan. 
Sasaran Biro SDM, Organisasi 
dan Hukum adalah: 

1. Terwujudnya layanan 
internal yang berkualitas 

dalam menunjang 
pelaksanaan tugas 
konstitusional Pimpinan 
MPR RI dan Alat 
Kelengkapan. 
 

2. Terwujudnya tata kelola 
Sekretariat Jenderal MPR RI 
yang efektif, efisien dan 
akuntabel dalam kerangka 
reformasi birokrasi.  

 
B. PERJANJIAN KINERJA 

 

Dalam rangka pencapaian sasaran 
strategis yang telah ditetapkan, 
Biro SDM, Organisasi dan Hukum 
menetapkan target kinerja yang 
akan dicapai secara berkelanjutan 
dan berkesinambungan. 
Penetapan kinerja dalam suatu 
perjanjian kinerja merupakan 
perwujudan komitmen pimpinan 
Biro SDM, Organisasi dan Hukum 
dalam mencapai kinerja yang 
telah ditetapkan pada tahun 
berjalan dengan 
mempertimbangkan kesesuaian 
antara target dengan tugas pokok 
dan fungsi serta sumber daya yang 
dimiliki dalam menunjang 
pencapaian tujuan organisasi.  
Perjanjian Kinerja tahun 2023 
merupakan merupakan lembar/ 
dokumen yang berisikan 
penugasan dari pimpinan instansi 
yang lebih tinggi kepada 
pimpinan instansi yang lebih 
rendah untuk melaksanakan 
program yang disertai dengan 

indikator kinerja dalam waktu 1 
(satu) tahun dalam rangka 
mendorong terwujudnya 
pemerintahan yang akuntabel. 
Perjanjian sebagaimana dimaksud 
bersifat dinamis, menyesuaikan 
dengan dinamika pelaksanaan 
tugas dan fungsi Sekretariat 
Jenderal MPR RI dalam 
menunjang pelaksanaan tugas 
konstitusional MPR RI di dalam 
ruang lingkup Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum.  

Perjanijian kinerja ini diantaranya 
memuat sasaran, indikator kinerja, 
target, serta dukungan anggaran 
yang menjadi acuan penilaian 
kinerja. Dalam kerangka 
implementasi kebijakan, 
perjanjian kinerja digunakan 
sebagai kerangka logis dalam 
perumusan kebijakan yang 
dimanifesatasikan ke dalam 
program dan kegiatan yang 
terukur, serta berorientasi pada 
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pemenuhan dan pencapaian 
indikator-indikator dan target 
kinerja  

Biro SDM, Organisasi dan Hukum 
telah menetapkan 4 (empat) 
sasaran kegiatan yaitu: 
“Meningkatnya Nilai Capaian 
Digitalisasi Arsip”; 
“Terselenggaranya Layanan 
Internal Lingkup Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum”; 
“Meningkatnya Pelaksanaan 
Penataan Manajemen SDM”; dan 
“Meningkatnya Nilai Strategi 
Pelaksanaan RB General dan 
Capaian Kebijakan Organisasi dan 
Tata Laksana”. Keempat sasaran 
kegiatan tersebut diukur dengan 8 
(delapan) indikator kinerja yang 

meliputi: tingkat digitalisasi arsip; 
tingkat pemenuhan layanan 
internal biro SDM, Organisasi dan 
Hukum; Indeks BerAhlak; Indeks 
Merit Sistem Setjen MPR RI, Indeks 
Profesionalitas ASN Setjen MPR RI; 
serta presentase penyederhanaan 
struktur organisasi. Secara 
akumulatif, indikator 
sebagaimana tersebut diatas 
menjadi komponen pembentuk 
yang menunjang indikator sasaran 
strategis Sekretariat Jenderal MPR 
RI berupa Nilai Indeks Reformasi 
Birokrasi.  Penetapan kenerja Biro 
SDM, Organisasi dan Hukum yang 
dituangkan dalam dokumen 
perjanjian kinerja adalah sebagai 
berikut: 

 
 

Tabel 1 
Penetapan Kinerja Biro SDM Organisasi dan Hukum Tahun 2023 

PERJANJIAN KINERJA 
UNIT KERJA:   BIRO SDM ORGANISASI DAN HUKUM 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) 

Meningkatnya Nilai Capaian 
Digitalisasi Arsip  

Tingkat Digitalisasi Arsip  
BB (Predikat) 

Terselenggaranya Layanan Internal 
Lingkup Biro SDM, Organisasi dan 
Hukum 

Tingkat Pemenuhan layanan internal 
Biro SDM, Organisasi dan Hukum 95  (Persen) 

Meningkatnya Pelaksanaan 
Penataan 

Manajemen SDM 

Indeks BerAhlak  Sehat  (Predikat) 

Indeks Merit Sistem Setjen MPR RI Sangat Baik (Predikat) 

Indeks Profesionalitas ASN Setjen MPR 
RI 52,45 (Nilai) 

Meningkatnya Nilai Strategi 
Pelaksanaan RB General dan 

Nilai Rencana Aksi Pembangunan RB 
General  100  (Nilai) 
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Capaian Kebijakan Organisasi dan 
Tata Laksana  

Nilai Implementasi Rencana Aksi 
Pembangunan RB General  95 (Nilai) 

Presentase Penyederhanaan Struktur 
Organisasi  9 (Persen) 

Pengelolaan Administrasi dan Reformasi Birokrasi                            Rp. 
13.183.823.000 

  

Plt. Deputi Bidang Administrasi     

   

                                          

            SITI FAUZIAH, S.E., M.M. 

          NIP. 196511291991032002 

Jakarta,    Desember 2023 

Kepala Biro SDM, Organisasi 
dan Hukum 

 

 

 

 

DYASTASITA WB, S.Sos.  

NIP. 196908021998031000 

 

Perjanjian Kinerja Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum Tahun 
2023 mengalami perubahan 
sebanyak 2 (dua) kali sejak 
ditetapkan pada bulan Januari 
2023. Revisi pertama dilakukan 
pada bulan September 2023 terkat 
dengan perubahan pagu pada 
program dukungan administrasi 
dan reformasi birokrasi yang 
semula sebesar RP. 
12.020.500.000, - (Dua Belas  
Milyar Dua Puluh Juta Lima 
Ratus Ribu Rupiah) menjadi RP. 
12.457. 348.000, - (Dua Belas 
Milyar Empat Ratus Lima Puluh 
Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat 
PUlh Delapan Ribu Rupiah). 
Disamping itu, perubahan 
perjanjian kinerja pada bulan 

November ini juga dilakukan 
karena adanya rotasi pejabat yang 
menduduki Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama di lingkungan 
Sekretariat Jenderal MPR RI.  

Revisi kedua dilakukan karena 
adanya penyesuaian target dan 
indikator kinerja agar menjadi 
lebih terukur dengan penyesuaian 
yang mengacu kepada Peraturan 
Menteri PANRB No. 3/2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri 
PANRB No. 25/2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2020-
2024, utamanya terhadap 
perubahan kebijakan 
implementasi  reformasi birokrasi 
pada level nasional dan 
instansional yang semula berbasis 
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8 (delapan) area perubahan 
menjadi dengan kritera 
pemenuhan, hasil antara dan 
reform, menjadi difokuskan pada 2 
(dua) aspek intervensi perubahan 
pada proses birokasi di hulu (RB 
General) dan isu birokrasi di hilir 
(RB Tematik). Selain hal tersebut, 
penyesuaian perjanjian kinerja 
tersebut juga disertai dengan 
penambahan alokasi anggaran 
pada program pengelolaan 

administrasi dan reformasi 
birokrasi yang semula berjumlah 
RP. 12.457. 348.000, - (Dua Belas 
Milyar Empat Ratus Lima Puluh 
Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat 
Puluh Delapan Ribu Rupiah) 
menjadi sebesar Rp. 
13.174.037.000, - (Tiga Belas 
Milyar Seratus Tujuh Puluh 
Empat Juta Tiga Puluh Tujuh 
Ribu Rupiah). 

 
 
 
 

Gambar 5 
Penyesuaian Perjanjian Kinerja  

Biro SDM Organisasi dan Hukum Tahun 2023 
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C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
 

Pagu anggaran Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum pada 
tahun 2023 adalah sebesar Rp. 
13.174.037.000, - (Tiga Belas 
Milyar Seratus Tujuh Puluh 
Empat Juta Tiga Puluh Tujuh 
Ribu Rupiah).  Dalam 
melaksanakan tugas dan 
fungsinya, Biro SDM, Organisasi 

dan Hukum mengelola 1 (satu) 
besaran program, yaitu program 
dukungan manajemen dengan 
kegiatan utama pengelolaan 
administrasi dan reformasi 
birokrasi. Rincian pagu anggaran 
pada masing-masing komponen 
kegiatan adalah sebagaimana 
pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 2 

Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Biro SDM, Organisasi dan Hukum Tahun 2023 
 

NO PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN  JUMLAH  
  

DUKUNGAN MANAJEMEN   

1001 Pengelolaan Administrasi dan Fasilitasi 
Reformasi Birokrasi 13,174,073,000,-  

EBA Layanan Dukungan Manjemen InternaL 10,153,483,000,-  

EBC Layanan Manajemen SDM Internal 2,801,052,000, -  

EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 219,538,000, -  

 
 

Tabel 3 
Detail Rencana Kerja Anggaran Biro SDM, Organisasi dan Hukum Tahun 2023 

 

URAIAN PAGU 

 
TOTAL PAGU  13.174.073.000 

 

WA Program Dukungan Manajemen 13.174.073.000   

 

WA.1001 
Pengelolaan Administrasi dan 
Fasilitasi Reformasi Birokrasi 13.174.073.000   

  

EBA Layanan Dukungan Manajemen 
Internal 

10.153.483.000   

  

EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata 
Kelola Internal 806.495.000   

    

051 Penataan dan Penguatan 
Organisasi 73.320.000   

    
052 Evaluasi Kelembagaan 117.657.000   
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URAIAN PAGU 
 

TOTAL PAGU  13.174.073.000 

    
053 Penataan Tatalaksana 141.550.000   

    
054 Evaluasi Ketatalaksanaan 55.450.000   

    

055 Layanan Fasilitasi Reformasi 
Birokrasi 317.480.000   

    

056 
Penyusunan Laporan 
Pelaksanaan/Profiling Reformasi 
Birokrasi 

101.038.000   

  
EBA.962 Layanan Umum 9.115.824.000   

    

051 Pengelolaan Layanan 
Ketatausahaan 69.480.000   

    

052 Penyusunan Revisi Kode Klasifikasi 
Arsip 53.640.000   

    

053 Pengelolaan Ekspedisi 
Surat/Dokumen/Barang 101.826.000   

    

054 
Layanan Penjilidan dan 
Penggandaan 888.752.000   

    

055 Layanan Kesehatan Pimpinan, 
Anggota dan Pegawai 4.359.958.000   

    
056 Donor Darah 24.440.000   

    

057 Rapat Kerja Terbatas Sekretariat 
Jenderal MPR 1.577.809.000   

    
058 Rapat Kerja Sekretariat Jenderal 593.681.000   

    

059 Rapat Koordinasi Sekretariat 
Jenderal 1.141.518.000   

    
060 Rapat Koordinasi Teknis 50.544.000   

    

061 Delegasi/Misi/Penugasan 
Sekretariat Jenderal MPR RI 254.176.000   

  
EBA.969 Layanan Bantuan Hukum 231.164.000   

    

051 Layanan Bantuan Hukum MPR RI 
dan Sekretariat Jenderal MPR RI 

94.592.000   

    

052 Sistem Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum MPR 83.332.000   

    
053 Penyusunan Produk Hukum 53.240.000   

  
EBC Layanan Manajemen SDM Internal 2.801.052.000   
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URAIAN PAGU 
 

TOTAL PAGU  13.174.073.000 

  
EBC.954 Layanan Manajemen SDM 1.402.882.000   

    

051 Perencanaan, Penerimaan dan 
Pengangkatan ASN 11.780.000   

    

052 Mutasi/Rotasi dan Promosi 
Pegawai 5.800.000   

    
053 Assessment Test 448.172.000   

    
054 Manajemen Talenta 19.600.000   

    
055 Seleksi Terbuka Pengisian JPT 508.326.000   

    
056 Administrasi Kepegawaian 107.794.000   

    
057 Pelantikan Pegawai dan Pejabat 84.550.000   

    
058 Administrasi Keanggotaan 68.260.000   

    

059 Pelantikan Antar Waktu Anggota 
MPR 112.400.000   

    

060 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 
serta Perilaku Pegawai 36.200.000   

  

EBC.996 Layanan Pendidikan dan 
Pelatihan 1.398.170.000   

    

051 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 
dan Fungsional 

1.199.912.000   

    

052 
Pendidikan dan Pelatihan 
Struktural 189.834.000   

    

053 Ujian Dinas dan Penyesuaian 
Ijazah 8.424.000   

  
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 219.538.000   

  

EBD.974 Layanan Penyelenggaraan 
Kearsipan 219.538.000   

    
051 Penataan Arsip 11.300.000   

    
052 Pengelolaan Arsip Terjaga 17.600.000   

    
053 Program Arsip Vital 19.680.000   

    
054 Alih Media Arsip 23.100.000   

    
055 Sarana Pemeliharaan Arsip 11.985.000   

    
056 Penyusutan Arsip 17.460.000   
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URAIAN PAGU 
 

TOTAL PAGU  13.174.073.000 

    

057 
Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) Kearsipan : 
SRIKANDI 

11.440.000   

    
058 Pembinaan Kearsipan 6.840.000   

    
059 Pengawasan Kearsipan 57.880.000   

    
060 Prasarana dan Sarana Kearsipan 42.253.000   

 
 

Tabel 4 
Target Kinerja Biro SDM, Organisasi dan Hukum Tahun 2023 

 

KOMPONEN KEGIATAN  TARGET OUTPUT 

Layanan Dukungan Manajemen Internal 3 Layanan 

Layanan Manajemen SDM Internal  1528 Orang 

Layanan Manajemen Kinerja Internal  11 Dokumen 

 
 

Tabel 5 
Rekapitulasi Detail Target Kinerja Biro SDM, Organisasi dan Hukum Tahun 2023 

 

KODE PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN VOL. JENIS 

(1) (2) (3) (4) 

WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 

1001 
Pengelolaan Administrasi dan Fasilitasi Reformasi 
Birokrasi 

    

EBA Layanan   Dukungan   Manajemen Internal     

960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1 Layanan 

051 Penataan dan Penguatan Organisasi 1 Laporan 

052 Evaluasi Kelembagaan 1 Laporan 
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN VOL. JENIS 

(1) (2) (3) (4) 

053 Penataaan Tatalaksana  1 Laporan 

054 Evaluasi Ketatalaksanaan 2 Laporan 

055 Layanan Fasilitasi Reformasi Birokrasi 2 Laporan 

056 
Penyusunan Laporan Pelaksanaan/Profiling Reformasi 
Birokrasi  

1 Laporan 

962 Layanan Umum 1 Layanan 

051 Pengelolaan Layanan Ketatausahaan  2 Laporan 

052 Penyusunan Revisi Kode Klasifikasi Arsip 2 Laporan 

053 Pengelolaan Ekspedisi Surat/Dokumen/Barang 2 Laporan 

054 Layanan Penjilidan dan Penggandaan 1 Laporan 

055 Layanan Kesehatan Pimpinan, Anggota, dan Pegawai 2 Laporan 

056 Donor Darah 1 Laporan 

057 Rapat Kerja Terbatas Sekretariat Jenderal MPR 8 Laporan 

058 Rapat Kerja Sekretariat Jenderal 2 Laporan 

059 Rapat Koordinasi Setjen  1 Laporan 

060 Rapat Koordinasi Teknis 2 Laporan 

061 Delegasi/Misi/Penugasan Sekretariat Jenderal MPR RI 2 Laporan 

969 Layanan Bantuan Hukum 1 Layanan 

051 
Layanan Bantuan Hukum MPR RI dan Sekretariat 
Jenderal MPR RI 1 Laporan 

052 
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 
MPR 

1 Laporan 
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN VOL. JENIS 

(1) (2) (3) (4) 

053 Penyusunan Produk Hukum 1 Laporan 

EBC Layanan Manajemen SDM Internal     

954 Layanan Manajemen SDM 1290 Orang 

051 Perencanaan, Penerimaan dan Pengangkatan ASN 66 Orang 

052 Mutasi/Rotasi dan Promosi Pegawai 46 Orang 

053 Assessment Test 159 Orang 

054 Manajemen Talenta 9 Orang 

055 Seleksi Terbuka Pengisian JPT  6 Orang 

056 Administrasi Kepegawaian 550 Orang 

057 Pelantikan Pegawai dan Pejabat 60 Orang 

058 Administrasi Keanggotaan 30 Orang 

059 Pelantikan Antar Waktu Anggota MPR 8 Orang 

060 
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja serta Perilaku 
Pegawai 

356 Orang 

996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan 238 Orang 

051 Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional 209 Orang 

052 Pendidikan dan Pelatihan Struktural 9 Orang 

053 Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 20 Orang 

EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal     

974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 11 Dokumen 
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KODE PROGRAM/KEGIATAN/KOMPONEN VOL. JENIS 

(1) (2) (3) (4) 

051 Penataan Arsip  1 Dokumen 

052 Pengelolaan Arsip Terjaga 1 Dokumen 

053 Program Arsip Vital 1 Dokumen 

054 Alih Media Arsip 1 Dokumen 

055 Sarana Pemeliharaan Arsip 1 Dokumen 

056 Penyusutan Arsip 2 Dokumen 

057 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
Kearsipan : Srikandi 

1 Dokumen 

058 Pembinaan Kearsipan 1 Dokumen 

059 Pengawasan Kearsipan 1 Dokumen 

060 Prasarana dan Sarana Kearsipan 1 Dokumen 
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 29   

     

 

  

 

 
BAB III 

AKUNTABILITAS 
KINERJA 
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A. CAPAIAN KINERJA  

 
 
Pencapaian kinerja Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum pada satu 
tahun anggaran diukur memlalui 
pengukuran kinerja yang 
sistematis untuk melihat berbagai 
aspek keberhasilan dan kegagalan 
pelaksanaan kegiatan yang telah 
disiusun dengan mengacu pada 
sasaran, tujuan dan serta berbagai 
kebijakan yang telah ditetapkan 
dalam menunjang mewujudkan 
visi, misi, dan strategi pencapaian 
tujuan organisasi. Pengukuran 
dilakukan secara progresif untuk 
melihat kemajuan yang telah 
dicapai oleh organisasi utamanya 
dalam melaksanakan berbagai 
program dan kegiatan yang telah 
dirancanakan.  

Melalui proses pengukuran 
kinerja, akan diketahui apakah 
capaian kinerja pada masing-
masing kegiatan sudah optimal. 
Pencapaian kinerja akan diukur 
dari 2 (dua) aspek, yaitu 
realisasi/capaian kinerja atas 
penetapan kinerja dan target 
kinerja kegiatan/komponen; dan 
realisasi/capaian atas serapan 
pagu anggaran.   Sedangkan 

kinerja output diukur dengan 
menggunakan capaian output per 
jenis layanan sesuai dengan target 
output yang ditetapkan dalam 
melaksanakan penyusunan 
program/anggaran sesuai siklus 
anggaran tahun berjalan. 

Penyusunan laporan kinerja 
instansi pemerintah dimaksudkan 
untuk mendapatkan informasi 
yang akurat mengenai kinerja 
yang telah dicapai melalui 
berbagai kegiatan yang 
dilaksanakan. Dalam rangka 
laporan kinerja Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum Tahun 
2023, pengukuran kinerja yang 
dihasilkan menggunakan metode 
pengelompokan berdasarkan skor 
ke dalam 4 (empat) kategori 
kinerja sebagaimana tertuang di 
dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 
tentang Pengukuran dan Evaluasi 
Kinerja Anggaran atas 
Pelaksanaan Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga, dengan kriteria 
sebagaimana di bawah ini: 
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Tabel 6 
Kriteria Capaian Kinerja’ 

 

Kategori Capaian Kinerja 

Kinerja sangat 
baik 

kinerja lebih besar dari 100% dan capaian maksimal 120%. 

Kinerja baik capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100%. 

Kinerja kurang 
baik 

untuk capaian kinerja antara 60% sampai 79,99%. 

Kinerja buruk untuk capaian kinerja kurang dari 60%. 

 
Sedangkan untuk pengukuran 
capaian target indikator kinerja, 
digunakan tipe maximize, di 
mana semakin besar capaian 
target yang terealisasi, semakin 
bernilai positif pencapaian 
kinerja pada kegiatan tersebut. 
Untuk menggambarkan korelasi 
antara capaian kinerja 
berdasarkan sasaran strategis 
dan indikator kinerja yang telah 
disusun dengan efektifitas dan 
efisiensi penggunaan anggaran, 
dilakukan persandingan 
terhadap kedua aspek tersebut 

Evaluasi akuntabilitas kinerja Biro 
SDM, Organisasi dan Hukum 

diukur dengan melakukan 
analisis perbandingan serta 
korelasi antara target kinerja 
yang telah ditetapkan di dalam 
perjanjian kinerja dengan 
realisasi dan capaian kinerja, 
serta dengan melakukan 
persandingan terhadap capaian 
kinerja dengan realisasi 
anggaran. 

 
 
 
 
 
 

 

A.1 REALISASI KINERJA 

Data capaian kinerja Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum pada 
tahun 2023 diperoleh dari hasil 
pengukuran terhadap layanan 
internal serta hasil evaluasi dari 
instansi pemerintah yang 
menyelenggarakan evaluasi 
terhadap indeks hasil antara 

reformasi birokrasi yang meliputi 
Indeks Digitalisasi Arsip, Indeks 
BerAhlak, Indeks Sistem Merit, 
Indeks Profesionalitas ASN, dan 
Nilai Rencana Aksi Pembangunan 
Reformasi Birokrasi General.  
Sedangkan layanan internal 
diukur berdasarkan realisasi 
kesesuaian antara realisasi output 
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dengan jumlah output yang 
ditetapkan sebagai indikator 
layanan. Penjelasan terkait 
dengan capaian kinerja yang yang 

pengelolaannya berada dalam 
ruang lingkup tugas pokok dan 
fungsi Biro SDM, Organisasi dan 
Hukum adalah sebagai berikut: 

 

A. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 1: Tingkat Digitalisasi Arsip 

 

Tingkat digitalisasi arsip 
merupakan indeks yang 
digunakan dalam mengukur 
kualitas implementasi 
pengelolaan arsip digital pada 
kementerian/lembaga. Indikator 
ini disusun dalam kerangka 
peningkatan kualitas digitalisasi 
pemerintahan sebagaimana 
diatur di dalam Peraturan Menteri 
PANRB No. 3/2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri 
PANRB No. 25/2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2020-
2024.  Pada tahun 2023, Arsip 
Nasional Republik Indonesia 
(ANRI) telah melaksanakan 
pengawasan terhadap penglolaan 

arsip elektronik di lingkungan 
Sekretariat Jenderal MPR RI 
dengan hasil berupa indeks 
Tingkat Digitalisasi Arsip dalam 
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi (RB General) berdasarkan 
Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 3 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 
Tahun 2020 tentang  Road  Map  
Reformasi  Birokrasi  2020-2024  
dan  Peraturan  Menteri 
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  
Nomor  9  Tahun  2023  tentang  
Reformasi Birokrasi.  

 
 

 Tabel 7 
Hasil Capaian Kinerja IKSK 1  

Biro SDM, Organisasi dan Hukum Tahun 2023 

 
Uraian Nilai Sumber Data 

Target 
BB (Predikat) 

78,00 
Dokumen PK 

Realisasi 
A (Predikat) 

83,20 
Hasil pengukuran kinerja 

Capaian 106.67% (Realisasi/Target)*100% 
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Berdasarkan hasil penilaian 
sebagaimana tersebut diatas, 
Sekretariat jenderal MPR RI 
memperoleh hasil penilaian 
sebesar 83,20 (delapan tiga koma 
dua nol)  atau berada dalam 
kategori A atau “Memuaskan”, 
sehingga apabila dibandingakan 
dengan target kinerja yang 
ditetapkan di alam perjanjian 
kinerja tahun 2023 yang berupa 
predikat BB (Baik) dalam rentang 
nilai 78,00 (tujuh delapan koma 
nol) maka nilai kinerja pada IKSK 1 
Biro SDM, Organisasi dan Hukum 
berada dalam kategori “Sangat 
Baik” dengan capaian kinerja 
sebesar 106,67% (seratus enam 
koma enam tujuh). 

Nilai pengelolaan arsip elektronik 
sebagaimana dimaksud akan 
menjadi komponen pembentuk 
nilai reformasi birokrasi Sekretariat 
JenderaL MPR RI. Nilai 

pengelolaan arsip elektronik 
berupa indeks digitisasi arsip tidak 
dapat diperbandingkan dengan 
capaian kinerja tahun 
sebelumnya, karena indikator ini 
baru digunakan pada tahun 2023. 

Pada tahun-tahun sebelumnya, 
indikator terkait dengan kinerja 
kearsipan menggunakan Nilai 
Hasil Pengawasan Kearsipan, yang 
merupakan akumulasi nilai 
pengawasan kearsipan eksternal 
dengan bobot 60 persen dan nilai 
pengawasan kearsipan internal 
dengan bobot 40 persen sesuai 
ketentuan Pasal 24 Peraturan 
Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 
2019 tentang  Pengawasan  
Kearsipan.  Capaian kinerja 
pengawasan kearsipan Sekretariat 
Jenderal MPR RI dalam lima tahun 
terakhir dapat digambarkan 
sebagai berikut:  

 
Gambar 6 

Capaian Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal MPR RI 
 Tahun 2019 - 2023 
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Pada tahun 2023, Arsip Nasional 
Republik Indonesia melaksanakan 
pengawasan kearsipan kepada 
Sekretariat Jenderal MPR RI 
berdasarkan ketentuan  Peraturan 
Arsip Nasional RI Nomor 6  Tahun  
2019  tentang  Pengawasan  
Kearsipan dengan keluaran 
berupa nilai indeks pengawasan 
kearsipan, dimana Sekretariat 
Jenderal MPR RI memperoleh 
hasil sebesar 70,06 (tujuh puluh  
koma nol  enam) dengan  kategori  
“BB  (Sangat  Baik)”  namun 
demikian, indeks pengawasan 
kearsipan tidak ditetapkan 
sebagai indikator kinerja Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum, sehingga 
tidak termasuk sebagai 
komponen pembentuk nilai 
kinerja Biro SDM, Organisasi dan 
Hukum Tahun 2023. Dalam 
konteks ini, diperlukan 
penyesuaian indikator kinerja 
pada tahun 2024 untuk 
menatapkan kembali nilai hasil 
pengawasan kearsipan sebagaiu 
indikator kinerja Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum.  

Terhadap hasil penilaian terkait 
tata kelola kearsipan berdasarkan 
kedua indeks sebagaimana 

dimaksud, dapat dilakukan 
analisis terhadap kinerja yang 
dihasilkan, berdasarkan hasil 
evaluasi dari instansi pembina, 
diantaranya meliputi:  

1. Diperlukan upaya 
meningkatkan kualitas 
pelaksanaan alihmedia arsip di 
lingkungan Sekretariat 
Jenderal MPR RI, khususnya 
terkait autentikasi dan 
pelaporan; 
 

2. Meningkatkan kualitas 
pengelolaan Jaringan 
Informasi Kearsipan Nasional 
(JIKN) di lingkungan 
Sekretariat Jenderal MPR RI. 

 

Dalam rangka meningkatkan 
kualitas tata kelola kearsipan, 
Sekretariat Jenderal MPR RI telah 
melaksanakan berbagai program 
dan kegiatan, diantaranyya 
penataan arsip, pengelolaan arsip 
terjaga, program arsip vital, alih 
media arsip, sarana pemeliharaan 
arsip, penyusutan arsip, SPBE 
kearsipan: srikandi, pembinaan 
kearsipan, pengawasan kearsipan, 
serta peningkatan kulaitas 
prasarana dan sarana kearsipan.  
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B. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 2: Tingkat Pemenuhan 

Layanan Internal Biro SDM, Organisasi dan Hukum  

 
Indikator tingkat layanan internal 
Biro SDM, Organisasi dan Hukum 
digunakan untuk mengukur 
capaian layanan yang 
diselenggarakan oleh Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum kepada 
unit kerja atau pegawai di 
lingkungan Sekretariat Jenderal 
MPR RI, yang meliputi layanan 
kesehatan, layanan persuratan, 

ekspedisi, penjilidan dan 
penggandaan, layanan 
penyusunan produk hukum, 
layanan advokasi hukum, layanan 
telaahan hukum, layanan 
informasi hukum, layanan rapat 
kerja terbatas, layanan rapat kerja 
Sekretariat Jenderal, layanan rapat 
koordinasi, dan layanan rapat 
koordinasi teknis.  

 
Tabel 8 

Hasil Capaian Kinerja IKSK 2  
Biro SDM, Organisasi dan Hukum Tahun 2023 

 
Uraian Nilai Sumber Data 

Target 95 (Persen) Dokumen PK 

Realisasi 98,26 (Persen) Hasil pengukuran kinerja 

Capaian 103.43% (Realisasi/Target)*100% 

 
 

Tabel 9 
Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja IKSK 2  

Biro SDM, Organisasi dan Hukum Tahun 2023 

 

KODE KEGIATAN PERMINTAAN PEMENUHAN SATUAN % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1001 
Pengelolaan Administrasi 
dan Fasilitasi Reformasi 
Birokrasi 

  
  

A 

Tingkat Pemenuhan 
Layanan Internal Biro 
SDM, Organisasi, dan 
Hukum 

  

 98,26 
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KODE KEGIATAN PERMINTAAN PEMENUHAN SATUAN % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 
Bagian Sumber Daya 
Manusia 

    

 Layanan kesehatan 10270 10270 orang/pasien 100.00 

2 Bagian Persuratan dan 
Kearsipan 

    

 Layanan persuratan 960 960 kali 100.00 

 Layanan pengelolaan 
ekspedisi 

4077 3401 kali 80.00 

 Layanan penjilidan dan 
penggandaan 

178 178 kali 100.00 

3 Bagian Hukum    100.00 

 Layanan penyusunan 
produk hukum 

226 226 produk 100.00 

 Layanan advokasi hukum 4 4 kali 100.00 

 Layanan telaahan hukum 9 9 kali 100.00 

 Layanan informasi hukum 2 2 kali 100.00 

4 Layanan Rapat Kerja      

 Layanan rapat kerja 
terbatas 

8 8 rapat 100.00 

 Layanan rapat kerja 
Sekretariat Jenderal 

4 4 rapat 100.00 

 Layanan rapat koordinasi 5 5 rapat 100.00 

 Layanan rapat koordinasi 
teknis 

9 9 rapat 100.00 
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Berdasarkan evaluasi capaian 
kinerja terkait dengan indikator ini, 
pada tahun 2023, tingkat 
pemenuhan layanan internal Biro 
SDM, Organisasi dan Hukum 
adalah sebesar 98,26 persen yang 
merupakan hasil agregat terhadap 
capaian keluaran pada setiap 
layanan yang membentuk 
indikator layanan internal Biro 
SDM, Organisasi dan Hukum 
sebagaimana ditampilkan pada 
tabel 8, dari target yang 
ditetapkan pada perjanjian kinerja 
sebesar 95 persen. Dengan 
demikian, kinerja Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum pada IKSK 
2 berada dalam kategori “Sangat 
Baik” dengan capaian kinerja 
sebesar 103,43 persen. 
Capaian kinerja pemenuhan 
layanan internal Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum dalam tiga 
tahun terakhir mengalami 
penurunan secara konversi 
dikarenakan adanya rumusan 
target kinerja yang mengalami 
peningkatan dengan proporsi 
yang tidak berimbang apabila 
dibandingkan dengan realisasi 

kinerja yang telah dicapai tahun 
sebelumnya. Dalam konteks ini, 
meskipun realisasi kinerja yang 
dicapai pada tahun 2021 dan 2022 
mencapai 100 persen, 
peningkatan target kinerja yang 
ditetapkan pada rentang tahun 
tersebut hanya mengalami 
kenaikan sebesar 1 persen, dari 86 
(delapan puluh enam) pada tahun 
2021, menjadi 87 (delapan puluh 
tujuh) pada tahun 2022. 
Sedangkan pada tahun 2023, 
terjadi penurunan hasil capaian 
kinerja yang disebabkan karena 
adanya perubahan pola 
penghitungan indikator yang 
menjadi pembentuk nilai kinerja, 
utamanya pada layanan ekspedisi, 
yang semula menggunakan 
model pengukuran target  
berbasis pada jumlah permintaan, 
menjadi target jumlah kegiatan 
Sosialisasi, Temu Tokoh, Seminar 
dan kegiatan lain yang secara 
volume ditetapkan oleh Biro 
Persidangan dan Pemasyarakatan 
Konstitusi, Biro Pengkajian, dan 
Biro Sekretariat Pimpinan. 
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Tabel 10 
Perbandingan Capaian Kinerja IKSK 2  
Biro SDM, Organisasi dan Hukum Tahun 2023 

Uraian Nilai Sumber Data 

Nilai 2019 -*) LKIP 2019 

Nilai 2020 -*) LKIP 2020 

Nilai 2021 116,28 LKIP 2021 

Nilai 2022 114,90 LKIP 2020 

Nilai 2023 103,43 Hasil pengukuran kinerja 

*) Pada tahun tersebut indikator belum digunakan dalam pengukuran kinerja.  

 
 
 

Gambar 7 
Capaian Kinerja Pemenuhan Layanan Internal  

Biro SDM, Organisasi dan Hukum  
 Tahun 2021 – 2023 

 
 
 

Dalam memberikan layanan 
internal pada tahun 2023, Biro 
SDM, Organisasi dan Hukum 
melakukan berbagai terobosan 
kebijakan untuk meningkatkan 
kualitas implementasi layanan 
internal. Dalam pelaksanaan 
layanan kesehatan, pada tahun 
2023 diadakan medical check-up 
bagi seluruh pegawai di 
lingkungan Sekretariat Jenderal 
MPR RI sebagai bagian dari upaya 

meningkatkan kualitas layanan 
teknis, administratif dan keahlian 
kepada MPR RI, khususnya pada 
tahun politik yang berimplikasi 
pada meningkatnya intensitas 
pelaksanaan tugas konstitusional 
MPR RI. Disamping itu, sebagai 
upaya peningkatan kualitas 
layanan ekspedisi, dilakukan 
kerjasama pengiriman kepada PT. 
POS Indonesia (Persero) dalam 
rangka meningkatkan kualitas 

116,28 114,9

103,43

95
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105
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115

120
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Capaian KInerja Tingkat Pemenuhan Layanan Internal 
Biro SDM, Organisasi dan Hukum

Tahun Capaian
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layanan dan akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan layanan 
ekspedisi untuk menunjang 
pelaksanaan tugas konstitusional 
MPR RI. Dalam meningkatkan 
kualitas layanan persuratan, pada 

tahun 2023, Sekretariat Jenderal 
MPR RI juga menginisiasi 
pengembangan sistem pelacakan 
(tracing) pengiriman surat 
pimpinan dan anggota MPR RI 
yaitu aplikasi SITEMAN-SUCA.  

 

C. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 3: Indeks BerAhlak 

 
Indeks BerAKHLAK bertujuan 
untuk mengetahui tingkat 
kesehatan budaya organisasi 
diantaranya mengenai 
implementasi Core Values 
BerAKHLAK, keselarasan antara 
nilai pribadi dan organisasi, serta 
aspirasi pegawai ASN terhadap 
kondisi budaya yang ideal. Indeks 
tersebut diperoleh melalui survey 
yang dilakukan kepada responden 
yang merupakan ASN di 
Kementerian/ Lembaga/ 
Pemerintah Daerah. Aspek-aspek 
yang ditanyakan diantaranya 

terkait implementasi nilai-nilai 
BerAhlak, yaitu berorientasi 
pelayanan, akuntabel, kompeten, 
harmonis, loyal, adaptif dan 
kolaboratif. Indeks nilai diperoleh 
berdasarkan hasil pembobotan 
pertanyaan-pertanyaan survey 
yang diagregasi ke dalam 
presentase. Nilai yang tersebut 
diklasifikasikan ke dalam 4 
(empat) kategori yaitu sehat (75 – 
100%); cukup sehat (50-74,9%); 
tidak sehat (25-49,9%); dan sangat 
tidak sehat (0-24,9%).  

 
Tabel 11 

Hasil Capaian Kinerja IKSK 3 
Biro SDM, Organisasi dan Hukum Tahun 2023 

Uraian Nilai Sumber Data 

Target Sehat (Predikat/82 - Nilai) Dokumen PK 

Realisasi 
Tidak Sehat 

(Predikat/48,80 -Nilai) 
Hasil pengukuran kinerja 

Capaian 59.51% (Realisasi/Target)*100% 

 
Pada tahun 2023, Sekrewtariat 
Jederal MPR RI memperoleh nilai 
implementasi BerAhlak sebesar 

48,8 persen, atau berada dalam 
kategori C (Tidak Sehat). Dalam 
konteks ini kondisi implementasi 
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BerAhlak di lingkungan 
Sekretariat Jenderal MPR RI masih 
tergolong rendah. Dari ketujuh 
aspek yang diukur di dalam 
implementasi berAhlak terdapat 
tiga aspek yang masuk ke dalam 
kategori cukup sehat (50-74%) 
yaitu pada aspek yang terkait 
dengan orientasi pelayanan, loyal, 
dan kolaboratif. Sedangkan pada 
aspek akuntabel, kompeten, 
harmoni dan adaptif, kondisi 
implementasi nilai-nilai berAhlak 
berada dalam kategori tidak sehat 
dalam rentang 25 -49,9 persen. 
Dengan demikian capaian kinerja 
pada IKSK 3 ini berada dalam 
kategori “Buruk”. Hasil Indeks 
BerAKHLAK sebesar 48,48 persen 
yang diperoleh Sekretariat 
Jenderal MPR RI lebih rendah 
apabila dibandingkan dengan  
rata-rata hasil survei Indeks 
BerAKHLAK Nasional pada tahun 
2022 yaitu 60,9 persen dan tahun 
2022 sebesar 61,1 persen. 
 
Pada tahun 2023, Sekretariat 
Jenderal MPR RI telah 
melaksanakan sosialisasi Core 

Values ASN BerAhlak kepada 
seluruh pegawai Sekretariat 
Jenderal MPR RI. Namun 
demikian, dalam meningkatkan 
kualitas implementasi nilai 
berAhlak diperlukan adanya 
perumusan strategi terkait 
dengan internalisasi nilai-nilai 
tersebut tidak hanya dalam 
konteks delivery kebijakan secara 
konseptual atau pemahaman, 
tetapi juga dalam praktek 
keseharian. Salah satu aspek 
penting adalah keteladanan 
pimpinan dalam membangun 
budaya kerja yang akuntabel dan 
adaptif. Selain itu, diperlukan 
adanya pendekatan 
kepemimpinan dan kebijakan 
untuk meningkatkan kolaborasi 
dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi di lingkungan Sekretariat 
Jedneral MPR RI. Sebagai bagian 
dari upaya internaliasi nilai core 
values ASN juga perlu dilakukan 
peningkatkan kompetensi 
aparatur sipil negara melalui 
coachng, mentoring, pendidikan 
dan pelatihan secara 
berkelanjutan. 

 

D. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 4: Indeks Sistem Merit 

Sekretariat Jenderal MPR RI 

 
Merit sistem diatur dalam 
Undang-Undang No 5 tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara 
(ASN) merupakan salah satu 
sistem dalam manajemen sumber 

daya manusia yang menjadikan 
kualifikasi, kompetensi dan kinerja 
sebagai pertimbangan utama 
dalam proses perencanaan, 
perekrutan, penggajian, 
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pengembangan, mutasi, promosi, 
disiplin dan pensiun pegawai. 
Indeks sistem merit merupakan 
instrumen yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kualitas 
implementasi sistem merit ASN 
pada Kementerian/lembaga.   

 
Tabel 12 

Hasil Capaian Kinerja IKSK 4  
Biro SDM, Organisasi dan Hukum Tahun 2023 

Uraian Nilai Sumber Data 

Target 345 Dokumen PK 

Realisasi 306,5 Hasil pengukuran kinerja 

Capaian 89% (Realisasi/Target)*100% 

 
Pada tahun 2023, Komite Aparatur 
Sipil Negara (KASN) telah 
melakukan evaluasi terhadap 
implementasi sistem merit pada 
Sekretariat Jenderal MPR RI, 
dimana berdasarkan hasil 
penilaian tersbut, Sekretariat 
Jenderal MPR RI memperoleh nilai 

sebesar 306,5 (tiga nol enam koma 
lima) dalam rentang predikat 
“Baik”. Dengan demikian capaian 
kinerja Biro SDM, Organisasi dan 
Hukum pada indikator ini 
termasuk dalam kategori “Baik” 
dengan nilai konversi sebesar 89 
persen. 

 
Tabel 13 

Rekapitulasi Capaian Nilai Sistem Merit 
Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2021 - 2023   

Uraian Nilai Sumber Data 

Nilai 2019 -*) - 

Nilai 2020 -*) - 

Nilai 2021 268**) Hasil Evaluasi Instansi Pembina 

Nilai 2022 300,5 LKIP 2020 

Nilai 2023 306,5 Hasil pengukuran kinerja 

*) Pada tahun tersebut belum dilakukan penilaian 

**) Nilai tidak digunakan sebagai indikator kinerja 
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Indikator yang digunakan dalam 
sasaran kegiatan ini tidak dapat 
dibandingkan dalam periode lima 
tahun karena penialian sistem 
merit baru dilakukan pada tahun 
2021. Pada tahun tersebut nilai 
sistem merit tidak ditetapkan 
sebagai indikator sasaran 
kegiatan, dan baru digunakan 
pada tahun 2022 dan 2023. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh 
pada ketiga tahun tersebut, 
capaian nilai indeks sistem merit 
mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan antara tahun 2021 
dan 2022, karena Sekretariat 

Jenderal MPR RI telah 
menerapkan berbagai kebijakan 
strategis terkait implementasi 
manajemen talenta di lingkungan 
Sekretariat Jenderal MPR RI, 
diantaraya melalui Pembangunan 
aplikasi Sistem Manajemen 
Talenta (SIMATA), pelaksanaan 
pendikan dan pelatihan, promosi 
dan rotasi pegawai berbasis 
assessment, serta perbaikan 
kebijakan pada aspek 
pengembangan karier dan 
pengembangan pegawai berbasis 
Human Capital Development 
Plan (HCDP). 

 
 

Tabel 14 
Perbandingan Hasil Capaian Nilai Sistem Merit  

Dengan Target Jangka Menengah 

 
Uraian Nilai Sumber Data 

Target 2024 350 Renstra/Renja 

Realisasi 306,5 Hasil pengukuran kinerja 

Capaian 87,57% (Realisasi/Target)*100% 

 
Target nilai sistem merit yang 
ditetapkan pada tahun 2024 
adalah 35o (tiga ratus lima puluh) 
atau berada dalam kategori 
“Sangat Baik”. Dalam rangka 
mencapai target tersebut, sesuai 
hasil evaluasi yang dilakukan oleh 
KASN selaku instansi pembina, 
Sekretariat Jenderal MPR RI perlu 
melakukan penguatan 
implementasi kebijakan 

penerapan sistem merit 
khususnya pada aspek 
pengembangan karier, 
peningkatan potansi dan 
kompetensi pegawai, 
implementasi promosi dan 
mutase berbasis merit secara 
objektif, terencana, transparan dan 
profesional, serta meningkatkan 
kualitas manajemen kinerja secara 
terukur dengan mengedepankan 
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dialog kinerja dan umpan balik 
berkelanjutan.  

Selain itu, diperlukan juga 
terobosan dan inovasi 
program/kegiatan dalam 
kerangka peningkatan kualitas 
penghargaan dan disiplin untuk 
mendorong inovasi dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi, 
serta pengembangan sistem 
informasi kinerja yang terintegrasi 
dengan pemberian insentif bagi 
pegawai, sistem pengembangan 
kompetensi, membangun e-office 
yang terintegrasi serta dashboard 
pimpinan untuk memudahkan 
pengambilan keputusan.  

 

E. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 5: Indeks Profesionalitas 

ASN Sekretariat Jenderal MPR RI 

 
Indeks Profesionalitas Aparatur 
Sipil Negara (IP-ASN) adalah suatu 
instrumen yang digunakan untuk 
mengukur secara kuantitatif 
tingkat profesionalitas pegawai 
ASN yang hasilnya dapat 
digunakan sebagai dasar penilaian 
dan evaluasi dalam upaya 
pengembagan profesionalisme 
ASN. Kirteria yang digunakan 
untuk mengukur tingkat 
Profesionlitas ASN mencakup: a) 
Kualifikasi : digunakan  untuk 
mengukur data/informasi 
mengenai kualifikasi pendidikan 
formal PNS dari jenjang paling 
tinggi sampai jenjang paling 
rendah. b) Kompetensi: digunakan 
untuk mengukur data/informasi 
mengenai riwayat 
pengembangan kompetensi yang 
diikuti oleh PNS dan memiliki 
kesesuaian dalam pelaksanaan 
tugas jabatan. c) Kinerja: Kinerja 

digunakan untuk mengukur 
data/informasi mengenai 
penilaian kinerja yang dilakukan 
berdasarkan perencanaan kinerja 
pada tingkat individu dan tingkat 
unit atau organisasi dengan 
memperhatikan target, capaian, 
hasil, dan manfaat yang dicapai 
serta perilaku PNS. d) Disiplin: 
Disiplin digunakan untuk 
mengukur data/informasi 
kepegawaian lainnya yang 
memuat hukuman yang pernah 
diterima PNS. Hukuman disiplin 
yang tersebut diatas adalah yang 
telah mempunyai keputusan Final 
dan dihitung dalam waktu 5 (lima) 
tahun terakhir. Sekretariat 
Jenderal MPR RI telah 
menetapkan target nilai indeks 
profesionalitas ASN tahun 2023 
sebagaimana tercantum dalam 
tabel 15. 

 
 



 

 44   

     

Tabel 15 
Hasil Capaian Kinerja IKSK 5 

Biro SDM, Organisasi dan Hukum Tahun 2023 

Uraian Nilai Sumber Data 

Target 52,45 Dokumen PK 

Realisasi 62,81 Hasil pengukuran kinerja 

Capaian 119,75% (Realisasi/Target)*100% 

 
Berdasarkan hasil realisasi indeks profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal 
MPR RI sebesar 62,81, yang lebih tinggi dari target sebesar 52,45 yang 
ditetapkan di dalam perjanjian kinerja Biro SDM, Organisasi dan Hukum 
Tahun 2023, didapat hasil capaian kinerja pada IKSK 5 sebesar 119,75% atau 
berada dalam kategori “Sangat Baik”. 
 

Tabel 16 
Rekapitulasi Capaian Nilai Indeks Profesionalitas ASN  

Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2022 - 2023   

Uraian Nilai Sumber Data 

Nilai 2019 -*) - 

Nilai 2020 -*) - 

Nilai 2021 -*) - 

Nilai 2022 52,61 LKIP 2020 

Nilai 2023 68,21 Hasil pengukuran kinerja 

*) Pada tahun tersebut belum dilakukan penilaian 

Indikator yang digunakan pada 
sasaran kegiatan ini tidak dapat 
dibandingkan dalam kriteria lima 
tahun sebelumnya karena baru 
digunakan pada tahun 2022 dan 
2023.  Selain itu, indikator ini juga 
tidak dapat dibandingkan dengan 
sasaran jangka menengah karena 
belum diintegrasikan ke dalam 
rencana strategis Sekretariat 
Jenderal MPR RI. Namun 
demikian, berdasarkan 

rekomendasi yang diberikan yang 
diberikan oleh BKN terkait dengan 
pengukuran indeks profesionaiitas 
ASN, Sekretariat Jenderal MPR RI 
telah melakukan berbagai upaya 
strategis dalam meningkatkan 
kualitas pada aspek pengelolaan 
kinerja, dengan 
menyelenggarakan bimbingan 
teknis (bimtek) terkait penilaian 
Sasaran Kinerja Pegawai, 
penerapan sanksi bagi pegawai 
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yang tidak menyerahkan SKP 
tepat waktu, serta melakukan 
upaya-upaya perbaikan terhadap 
cascading kinerja pegawai hingga 
level individu dan perluasan 

pelaksanaan pengembangan 
kompetensi melalui pendidikan 
dan pelatihan agar dapat 
menjangkau lebih banyak 
pegawai.  

F. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 6: Nilai Rencana Aksi 

Pembangunan Reformasi Birokrasi General 

 
Nilai rencana aksi pembangunan 
reformasi birokrasi general 
merupakan indikator yang 
mengukur kualitas rencana aksi 
Pembangunan RB General yang 
dilakukan oleh 
kementerian/lembaga, 
diantaranya legal/hukum, RB 
General yang dikeluarkan, bentuk 
kolaborasi yang dibangun, serta 
strategi-strategi atas kegiatan 
utama yang ditetapkan. Penilaian 

terhadap indikator ini dilakukan 
oleh Evaluator Nasional.  
Sekretariat Jenderal MPR RI telah 
menyusun rencana aksi RB 
General dengan merujuk pada 
Keputusan Menteri PAN – RB 
Nomor 739 Tahun 2023 tentang 
Petunjuk Teknis Evaluasi 
Reformasi Birokrasi Tahun 2023. 
Skala nilai yang digunakan berupa 
angka 0-100.   

 
Tabel 17 

Hasil Capaian Kinerja IKSK 6 
Biro SDM, Organisasi dan Hukum Tahun 2023 

Uraian Nilai Sumber Data 

Target 100 (Nilai) Dokumen PK 

Realisasi -*) Hasil pengukuran kinerja 

Capaian -*) (Realisasi/Target)*100% 

*) - Pada saat laporan disusun instansi pembina belum mengeluarkan nilai 
    - Indikator ini tidak diperhitungkan sebagai komponen pembentuk nilai kinerja  

 
Sekretariat Jenderal MPR RI telah 
menetapkan target IKSK ini dalam 
perjanjian kinerja Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum pada 
tahun 2023, namun belum bisa 
dilakukan analisa perbandingan 
dalam periode lima tahun, 

maupun dengan target jangka 
menengah dikarenakan indikator 
baru digunakan pada tahun 2023 
sebagai respon strategis terhadap 
perubahan kebijakan reformasi 
birokrasi nasional berdasarkan 
Peraturan Menteri 
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Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 3 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 
Tahun 2020 tentang  Road  Map  
Reformasi  Birokrasi  2020-2024  
dan  Peraturan  Menteri 
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  
Nomor  9  Tahun  2023  tentang  
Reformasi Birokrasi. 

Pada saat laporan kinerja ini 
disusun, instansi pembina yang 
melakukan penilaian yaitu 
Kementerian PAN RB belum 
mempublikasikan hasil evaluasi 
yang dilaksanakan pada tahun 
2023, sehingga indikator ini tidak 
dihitung sebagai salah satu 
komponen pembentuk nilai 
kinerja pada Biro SDM, Organisasi 
dan Hukum pada tahun 2023.  

 

G. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 7: Nilai Implementasi 

Rencana Aksi Pembangunan RB General  

 

Sebagaimana diatur di dalam 
Keputusan Menteri PAN – RB 
Nomor 739 Tahun 2023 tentang 
Petunjuk Teknis Evaluasi 
Reformasi Birokrasi Tahun 2023, 
nilai implementasi rencana aksi 
pembanginan RB General 
merupakan instrument yang 
diganakan untuk menilai kualitas 

implementasi rencana aksi 
Pembangunan RB General yang 
telah disusun dengan 
menganalisis capaian rencana aksi 
yang telah disusun. Penilaian 
terhadap indikator sebagaimana 
dimaksud dilakukan oleh 
Evaluator Nasional. 

Tabel 18 
Hasil Capaian Kinerja IKSK 7 

Biro SDM, Organisasi dan Hukum Tahun 2023 

Uraian Nilai Sumber Data 

Target 95 (Nilai) Dokumen PK 

Realisasi -*) Hasil pengukuran kinerja 

Capaian -*) (Realisasi/Target)*100% 

*) - Pada saat laporan disusun instansi pembina belum mengeluarkan nilai 
    - Indikator ini tidak diperhitungkan sebagai komponen pembentuk nilai kinerja 

 
Sekretariat Jenderal MPR RI telah 
menetapkan target IKSK ini dalam 
perjanjian kinerja Biro SDM, 

Organisasi dan Hukum pada 
tahun 2023, namun belum bisa 
dilakukan analisa perbandingan 
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dalam periode lima tahun, 
maupun dengan target jangka 
menengah dikarenakan indikator 
baru digunakan pada tahun 2023 
sebagai respon strategis terhadap 
perubahan kebijakan reformasi 
birokrasi nasional berdasarkan 
Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 3 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 
Tahun 2020 tentang  Road  Map  
Reformasi  Birokrasi  2020-2024  

dan  Peraturan  Menteri 
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  
Nomor  9  Tahun  2023  tentang  
Reformasi Birokrasi. 
Pada saat laporan kinerja ini 
disusun, instansi pembina yang 
melakukan penilaian yaitu 
Kementerian PAN RB belum 
mempublikasikan hasil evaluasi 
yang dilaksanakan pada tahun 
2023, sehingga indikator ini tidak 
dihitung sebagai salah satu 
komponen pembentuk nilai 
kinerja pada Biro SDM, Organisasi 
dan Hukum pada tahun 2023. 

 

H. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 6: Presentase 

Penyederhanaan Struktur Organisasi 

 
Presentase penyederhanaan 
struktur organisasi merupakan 
indikator yang digunakan untuk 
mengukur tingkat implementasi 
kebijakan penyederhanaan 
birokrasi pada 
kementerian/lembaga. Kebijakan 
penyederhaanan birokrasi 
menjadi dua layer dengan 
menghapus jabatan Administrator 
(Eselon III) dan Pengawas (Eselon 
IV) yang menjadi kebijakan 
nasional merupakan tantangan 
tersendiri bagi Sekretariat 
Jenderal MPR RI, dalam 
merumuskan desain organisasi 
yang tidak hanya tepat fungsi dan 
tepat ukuran, namun juga harus 
dapat melaksanakan dukungan 
teknis administratif dan keahlian 

terhadap pelaksanaan tugas 
konstitusional MPR RI secara 
optimal. Keberadaan jabatan 
administrator dan pengawas pada 
Sekretariat Jenderal MPR RI 
memiliki dimensi strategis sebagai 
unit organisasi yang 
menerjemahkan kebijakan 
jabatan pimpinan tinggi ke dalam 
aspek teknis administratif dan 
keahlian sesuai kebutuhan 
Pimpinan dan Alat Kelengkapan 
MPR RI. Hal ini tercermin dalam 
desain organisasi yang disusun 
dengan berbasis kebutuhan 
strategis Pimpinan dan Alat 
Kelengkapan yang bersifat 
dinamis sesuai dengan dinamika 
politik ketatanegaraan yang 
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mempengaruhi pelaksanaan 
tugas konstitusional MPR RI.   

Sekretariat Jenderal MPR RI telah 
melaksanakan pengalihan jabatan 
administrator dan pengawas 
sebanyak 7 (tujuh) jabatan yang 
terdiri dari (2) dua jabatan 
administrator dan 5 (lima) jabatan 
pengawas atau dengan proporsi 
dari total keseluruhan jabatan 
struktural sebanyak 9 persen. 
Penyetaraan tersebut telah 
mendapatkan persetujuan dari 
Kementerian PAN – RB sehingga 

secara substantif Sekretariat 
Jenderal MPR RI dinyatakan telah 
selesai melakukan 
penyederhanaan struktur 
organisasi dan melakukan 
pemetaan terhadap jabatan 
fungsional. Selanjutnya, 
Sekretariat Jenderal MPR RI 
diminta untuk melaksanakan 
penataan kedudukan, tugas dan 
fungsi unit organiasi, menyusun 
tata kerja baru, serta merumuskan 
mekanisme kerja berbasis jabatan 
fungsional.  

 
Tabel 19 

Hasil Capaian Kinerja IKSK 8 
Biro SDM, Organisasi dan Hukum Tahun 2023 

Uraian Nilai Sumber Data 

Target 9 (Persen) Dokumen PK 

Realisasi 9 (Persen) Hasil pengukuran kinerja 

Capaian 100% (Realisasi/Target)*100% 

 
Indeks kinerja sasaran kegiatan 
terkait penyederhanaan struktur 
organisasi telah ditetapkan di 
dalam perjanjian kinerja dalam 
kerangka penyesuaian target, 
indikator dan sasaran kinerja 
sesuai dengan reformulasi 
kebijakan pada tingkat nasional. 
Namun demikian, indikator ini 
belum dapat dibandingkan dalam 
periode lima tahun, karena baru 
diperjanjikan pada tahun 2023. 

Dalam konteks kebijakan jangka 
menengah dan jangka panjang, 
kebijakan penyederhanaan 
struktur organisasi perlu 
dirumuskan lebih lanjut dengan 
mempertimbangkan kekhasan 
tugas dan fungsi Sekretariat 
Jenderal MPR RI dalm 
memberikan dukungan strategis 
pelaksanaan tugas konstitusi yang 
dilakukan oleh Pimpinan, Anggota 
MPR RI dan Alat Kelengkapan.  
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Tabel 20 
Persandingan Target dan Realisasi Output Kinerja  

Biro SDM, Organisasi dan Hukum Tahun 2023 

KOMPONEN KEGIATAN  TARGET 
OUTPUT 

REALISASI OUTPUT PERSENTASE 

(1) (2) (3) (4) 

Layanan Dukungan Manajemen 
Internal 

4 Layanan 4 Layanan 100 

Layanan Manajemen SDM Internal  1.528 Orang 1.527 Orang 100 

Layanan Manajemen Kinerja 
Internal  

11 Dokumen 11 Dokumen 100 

 
 

Tabel 21 
Persandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja  

Biro SDM, Organisasi dan Hukum Tahun 2023 

SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI 
PERSEN

TASE 
NILAI 

KINERJA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Meningkatnya 
Nilai Capaian 
Digitalisasi 
Arsip  

Tingkat Digitalisasi 
Arsip  

BB 
(Predikat) 

78,00 

A (Predikat) 

83,20 
106.67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terselenggara
nya Layanan 
Internal 
Lingkup Biro 
SDM, 
Organisasi 
dan Hukum 

Tingkat 
Pemenuhan 
layanan internal 
Biro SDM, 
Organisasi dan 
Hukum 

95 (Persen) 
98,26 

(Persen) 
103.43% 

Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Penataan 

Manajemen 
SDM 

Indeks BerAhlak  Sehat 
(Predikat/8

2 - Nilai) 

Tidak Sehat 

(Predikat/48,8
0 -Nilai) 

59.51% 

Indeks Merit 
Sistem Setjen MPR 
RI 

Sangat 
Baik 

Baik 
(Predikat/306,

50 -Nilai) 
88.84% 
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SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI 
PERSEN

TASE 
NILAI 

KINERJA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(Predikat/3
45-Nilai) 

 

 

 

 

99.87% 

 

 

 

 

 

 

 

Indeks 
Profesionalitas 
ASN Setjen MPR RI 

52,45 
(Nilai) 

62.81 (Nilai) 119.75% 

Meningkatnya 
Nilai Strategi 
Pelaksanaan 
RB General 
dan Capaian 
Kebijakan 
Organisasi 
dan Tata 
Laksana  

Nilai Rencana Aksi 
Pembangunan RB 
General  

100 (Nilai) - - 

Nilai Implementasi 
Rencana Aksi 
Pembangunan RB 
General  

95 (Nilai) - - 

Presentase 
Penyederhanaan 
Struktur Organisasi  

9 (Persen) 9 (Persen) 100% 

 
 

 
B. REALISASI ANGGARAN   
 
Dalam kerangka pelaksanan 
anggaran dengan indikator 
tingkat serapan anggaran pada 
tahun 2023, Biro SDM, Organisasi 
dan Hukum dapat dikategorikan 
baik dengan persentase serapan 
anggaran sebesar 92,35 persen 
dengan realisasi anggaran sebesar 
12,165,617,602, - (Dua Belas Milyar 

Seratus Enam Puluh Lima Juta 
Enam Ratus Tujuh Belas Ribu 
Enam Ratus Dua Rupiah) dari 
pagu anggaran yang dialokasikan 
sebesar Rp. 13.174.037.000, - (Tiga 
Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh 
Empat Juuta Tiga Puluh Tujuh 
Ribu Rupiah). 
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Tabel 22 
Pagu dan Realisasi Anggaran Biro SDM, Organisasi dan Hukum Tahun 2023 

 

KODE KRO PAGU REALISASI PERSENTAS
E 

(1) (2) (3) (4) (5) 

EAC Layanan Dukungan 
Manajemen Internal 

10,153,483,000,- 9,443,498,828, -  93,01 % 

EAF Layanan Manajemen 
SDM Internal 

2,801,052,000, - 2,536,305,109. -   90.55 %  

EAG Layanan Manajemen 
Kinerja Internal  

219,538,000, -       185,813,665, -  84.64 %  

Total 13,174,073,000, - 12,165,617,602, -  92.35 %  

 
 

 
C.  PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI 

ANGGARAN   
 
Berdasarkan analisis terhadap 
capaian kinerja Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum dalam 
memberikan dukungan 
administrasi dan fasilitasi 
reformasi birokrasi dapat 
dikatakan telah diupayakan secara 
maksimal dan berhasil 
memperolah nilai kinerja sebesar 
99,87 persen atau berada dalam 
kategori ‘Baik’. Sedangkan 
capaian realisasi anggaran adalah 
sebesar 92,35 persen . Dalam 
konteks ini, Biro, SDM, Organisasi 
dan Hukum dapat disimpulkan 
telah mampu mencapai sasaran 
kinerja dengan pelaksanaan 
anggaran yang efektif dan efisien. 

Namun demikian, pada aspek-
aspek tertentu yang terkait 
dengan dinamika lingkungan 
strategiis, baik internal maupun 
eksternal, terdapat beberapa hal 
yang dapat diidentifikasi sebagai 
faktor yang menjadi hambatan 
dalam pelaksanaan kegiatan dan 
penyerapan anggaran, antara lain: 

a. Penetapan sasaran, indikator 
dan target kinerja yang 
tertuang di dalam Perjanjian 
Kinerja belum dilakukan secara 
selaras dengan penyusunan 
program, kegiatan dan 
anggaran, hal ini 
menyebabkan 
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ketidaksesuaian logical 
framework kinerja; 

b. Kebijakan pengelolaan dan 
implementasi reformasi 
birokrasi pada level Sekretariat 
Jenderal MPR RI belum 
terkoordinasi secara baik dan 
masih berorientasi pada aspek 
pemenuhan semata, belum 
disertai dengan komitmen 
implementasi perubahan yang 
kuat;  

c. Perubahan kebijkan pada skala 
nasional yang berimplikasi 
pada perubahan kebijakan 
strategis yang telah disusun 
dalam mencapai tujuan dan 
target organisas, diantaranya 
perubahan kebijakan terkait 

dengan implementasi 
reformasi birokrasi; 

d. Perubahan kebijakan 
pengelolaan keuangan dan 
pengadaan barang dan jasa 
pada tahun 2023 yang 
memerlukan penyesuaian 
proses bisnis dalam 
pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi; 

e. Penggantian dan rotasi 
Pejabat Pimpinan Tinggi 
Madya dan Pratama di 
lingkungan Sekretariat 
Jenderal MPR RI yang 
berdampak pada penyesuaian 
kebijakan strategis pada level 
unit kerja eselon II.  

 
 

 
D.  EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA   
 
 
Analisis efisiensi penggunaan 
sumber daya dalam pencapaian 
kinerja Biro SDM, Organisasi dan 

Hukum Tahun 2023 dapat 
digambarkan dalam tabel berikut: 

 
Tabel 23 

Analisa Efisiensi Sumber Daya  
 Biro SDM, Organisasi dan Hukum Tahun 2023 

 

SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

PERSENTAS
E CAPAIAN 

KINERJA 

PRESENTASE 
REALISASI 

ANGGARAN 

TINGKA
T 

EFISIEN
SI  

(1) (2) (3) (4) (5) 

Meningkatnya Nilai 
Capaian Digitalisasi Arsip 

Tingkat Digitalisasi 
Arsip 

106.67 84.64  22,03 
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SASARAN KEGIATAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

PERSENTAS
E CAPAIAN 

KINERJA 

PRESENTASE 
REALISASI 

ANGGARAN 

TINGKA
T 

EFISIEN
SI  

(1) (2) (3) (4) (5) 

Terselenggaranya 
Layanan Internal Lingkup 
Biro SDM, Organisasi dan 
Hukum 

Tingkat Pemenuhan 
layanan internal Biro 
SDM, Organisasi dan 
Hukum 

103.43 93,38  
10,05 

 

Meningkatnya 
Pelaksanaan Penataan 

Manajemen SDM 

Indeks BerAhlak 59.51 

90,55  

-1,18  

 

 

Indeks Merit Sistem 
Setjen MPR RI 

88.84 

Indeks Profesionalitas 
ASN Setjen MPR RI 

119.75 

Meningkatnya Nilai 
Strategi Pelaksanaan RB 
General dan Capaian 
Kebijakan Organisasi dan 
Tata Laksana 

Nilai Rencana Aksi 
Pembangunan RB 
General 

-*) 

91,59  

8,41 

 

 

Nilai Implementasi 
Rencana Aksi 
Pembangunan RB 
General 

-*) 

Presentase 
Penyederhanaan 
Struktur Organisasi 

100 

KETERANGAN : 

*)  - Indikator ini tidak diperhitungkan sebagai komponen pembentuk nilai kinerja  

Capaian kinerja : raalisasi indikator / target x 100%; 
Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator;. 

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – pemyerapan anggaran.  

 

 

Berdasarkan data sebagaimana 
tertuang dalam tabel diatas, dapat 
terlihat bahwa dari empat sasaran 
kinerja yang telah ditetapkan, Biro 
SDM, Organisasi dan Hukum 
dapat menyelenggarakan 

program dan kegiatan secara 
efektif dalam menunjang sasaran 
“Meningkatnya Nilai Capaian 
Digitalisasi Arsip”; 
“Terselenggaranya Layanan 
Internal Lingkup Biro SDM, 
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Organisasi dan Hukum”; dan 
“Meningkatnya Nilai Strategi 
Pelaksanaan RB General dan 
Capaian Kebijakan Organisasi dan 
Tata Laksana” dimana nilai capaian 
kinerja pada keempat sasaran 
tersebut berkorelasi positif dengan 
realisasi anggaran dengan 
rentang nilai 8 – 22. Terdapat satu 
sasaran kegiatan yaitu 
“Meningkatnya Pelaksanaan 
Penataan Manajemen SDM” yang 
memiliki korelasi negatif antara 
capaian kinerja dengan realisasi 
anggaran dengan nilai sebesar -
1,18 (minus satu kome satu 
delapan). Dengan demikian, nilai 

rata-rata efisiensi pada Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum adalah 
sebesar 9,83 (sembilan koma 
delapan tiga).  

Sebagai upaya peningkatan 
kualitas efisiensi penggunaan 
sumber daya, utamanya terkait 
anggaran, pada masa yang akan 
datang perlu dirumuskan strategi 
yang lebih komprehensif untuk 
meningkatkan capaian kinerja 
pada sasaran kegiatan tersebut, 
utamanya terkait penguatan 
implementasi core values ASN 
BerAhlak di lingkungan 
Sekretariat Jenderal MPR RI.  

 
 

 
E.  PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 

SEBELUMNYA 

 
Berdasarkan hasil analisa terhadap 
capaian indikator kinerja utama 
sebagaimana telah dituangkan 
diatas, serta dengan 
mempertimbangkan hasil 
evaluasi reformasi birokrasi yang 

dilakukan oleh Kementerian PAN-
RB, maka Biro SDM, Organisasi 
dan Hukum telah menyusun 
rencana tindak lanjut dan telah 
dilaksanakan pada tahun 2023 
sebagai berikut: 

 
Tabel 24 

Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut 

 

NO. RENCANA AKSI TAHUN  
UNIT 

PENANGGUNGJAWAB 
TINDAK LANJUT 

(1) (2) (3) (4) 

1. Melaksanakan 

monitoring dan 

evaluasi secara berkala 

atas rencana kerja 

reformasi birokrasi baik 

di level unit kerja, serta 

Bagian Organisasi dan 

Tata Laksana  

a. Melaksanakan monitoring dan 
evaluasi terhadap rencana 
aksi; 

b. Melaksanakan penjaman Road 
Map Reformasi Birokrasi  
berdasarkan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan 
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NO. RENCANA AKSI TAHUN  
UNIT 

PENANGGUNGJAWAB 
TINDAK LANJUT 

(1) (2) (3) (4) 

memastikan bahwa 

unit kerja 

menindaklanjuti saran 

perbaikan secara 

menyeluruh 

Aparatur Negara Nomor 3 
Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 
Tahun 2020 tentang  Road  
Map  Reformasi  Birokrasi  
2020-2024; 

c. Telah dilaksanakan 
penyusunan rencana aksi 
Pembangunan RB General.  
 

 2. Meningkatkan kualitas 

JDIH yang telah 

dibangun sehingga 

memuat informasi 

terbaru yang 

dibutuhkan oleh 

stakeholders  

Bagian Hukum  a. Bagian Hukum telah 
melakukan koordinasi dengan 
Kementerian Hukum dan Ham 
dalam rangka peningkatan 
kualitas pengelolaan  JDIH; 

b. Meningkatkan kualitas 
koordinasi dengan unit kerja 
terkait kebutuhan 
penyusunan produk hukum;  

3. Melaksanakan 

pemetaan kembali 

terhadap jabatan 

administrator dan 

pengawas yang 

berpotensi dialihkan ke 

dalam Jabatan 

Fungsional sesuai 

dengan Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 

17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan 

Administrasi ke dalam 

Jabatan Fungsional 

 

Bagian Organisasi dan 

Tata Laksana 

Telah dilakukan pemetaan kembali 
jabatan administrasi yang 
berpotensi untuk dialihkan ke dalam 
jabatan fungsional 
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NO. RENCANA AKSI TAHUN  
UNIT 

PENANGGUNGJAWAB 
TINDAK LANJUT 

(1) (2) (3) (4) 

4. Melaksanakan 

implementasi 

manajemen talenta 

sesuai dengan 

Peraturan Menteri 

PANRB Nomor 3 Tahun 

2020 tentang 

Manajemen Telenta 

ASN 

Bagian Sumber Daya 

Manusia 

a. Telah melaksanakan koordinasi 
dengan Komisi Aparatur Sipil 
negara terkait dengan 
penguatan implementasi 
kebijakan sistem merit, 
pengembangan Sistem Informasi 
Manajemen Talenta, serta 
kebijakan terkait rekruitmen JPT 
Pratama;  

b. Telah melaksanakan assessment 
kepada pegawai dalam rangka 
promosi dan rotasi.    

5. Meningkatkan mutu 

self-assesment atas 

aspek - aspek pada hasil 

antara serta 

meningkatkan 

koordinasi dengan 

instansi yang menjadi 

leading sector dalam 

rangka meningkatkan 

capaian hasil antara di 

lingkungan Sekretariat 

Jenderal MPR RI 

Bagian Persuratan 

dan Kearsipan (Indeks 

Arsip) 

Bagian SDM (Indeks 

Sistem Merit dan ASN 

Profesional) 

Bagian Hukum 

(Indeks Kualitas 

Kebijakan) 

a. Telah melakukan bimbingan 
teknis kearsipan serta evaluasi 
implementasi Srikandi di 
lingkungan Sekretariat Jenderal 
MPR RI 

b. Telah dilaksanakan koordinasi 
dengan instansi pembina indeks 
kualitas kebijakan (LAN-RI); 

c. Telah melaksanakan koordinasi 
dengan Komisi Aparatur Sipil 
negara terkait dengan 
penguatan implementasi 
kebijakan sistem merit, 
pengembangan Sistem Informasi 
Manajemen Talenta, serta 
kebijakan terkait rekruitmen JPT 
Pratama;  

d. Telah melaksanakan bimbingan 
teknis penyusunan Sasaran 
Kinerja Pegawai bagi seluruh unit 
kerja di lingkungan Sekretariat 
Jenderal MPR RI.  
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BAB IV 
PENUTUP 
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Laporan kinerja Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum disusun 
sebagai perwujudan akuntabilitas 
dan transparansi  instansi 
pemerintah dalam pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi sebagai 
bagian dari supporting system 
yang mendukung kinerja 
Sekretariat Jenderal MPR RI dalam 
melaksanakan tugas 
menyelenggarakan dukungan 
teknis, administratif dan keahlian 
kepada Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia. 
Penetapan target kinerja yang 
dilaksanakan oleh Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum 
merupakan salah satu upaya 
dalam memperkuat keterukuran 
sasaran, indikator, serta target 
yang telah ditetapkan dalam 
mencapai visi, misi dan tujuan 
organisasi.  

Kinerja baik yang telah dihasilkan 
melalui sinergi antara seluruh 
komponen organisasi Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum harus terus 
menerus ditingkatkan melalui 
berbagai upaya kolaborasi dan 
peningkatan kualitas 
perencanaan kinerja, 
implementasi program dan 
kegiatan maupun berbagai upaya 
dalam rangka meningkatkan 
pencapaian target-target 
reformasi birokrasi, utamanya 
dalam kerangka pencapaian visi 
Sekretariat Jenderal MPR RI 
sebagai “Penggerak Utama 

Reformasi Birokrasi dalam 
Memberikan Layanan Internal 
Kepada MPR dan Alat 
Kelengkapannya Serta 
Meningkatkan Kualitas Layanan 
Publik MPR” 

Seiring dengan hal tersebut, 
perbaikan dan penyempurnaan 
sasaran dan indikator yang 
menjadi ukuran dalam melakukan 
evaluasi terhadap pencapaian 
kinerja organisasi harus dilakukan 
secara berkelanjutan melalui 
perumusan indikator dan target 
kinerja yang lebih berkualitas, 
terukur dan merefleksikan 
kekhasan tugas pokok dan fungsi 
Sekretariat Jenderal MPR RI dalam 
memberikan dukungan teknis, 
administratif dan keahlian sesuai 
dengan kebutuhan strategis 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia. Dengan 
demikian, informasi terkait 
dengan capaian serta aspek-aspek 
yang masih dapat terus 
ditingkatkan dapat diperoleh 
secara lebih terperinci dengan 
tingkat akurasi, validitas dan 
reliabilitas yang lebih baik. Hasil 
evaluasi kinerja dan anggaran 
sebagaimana tertuang di dalam 
laporan ini diharapkan dapat 
menjadi bahan evaluasi dan 
referensi dalam meningkatkan 
kualitas kinerja Biro SDM, 
Organisasi dan Hukum pada masa 
yang akan datang.  
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PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JANUARI 2023 
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LAMPIRAN 2 EKSPOSE HASIL PENILAIAN INDEKS BERAHLAK TAHUN 2023 
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LAMPIRAN 3 HASIL PENILAIAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN 

TINGKAT DIGITALISASI ARSIP TAHUN 2023 
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LAMPIRAN 4 HASIL EVALUASI SISTEM MERIT TAHUN 2023 
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LAMPIRAN 5  

KEGIATAN PENGAMBILAN SUMPAH JANJI PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA, 

ADMINISTRATOR, PENGAWAS DAN PPPK SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI 
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LAMPIRAN 6 

KEGIATAN PENGAMBILAN SUMPAH JANJI ANGGOTA MPR RI PENGGANTI 

ANTAR WAKTU  
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